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RESUME  

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PHPL PADA IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI 

DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Sertifikasi Akreditasi  

- Nomor 

- Masa Berlaku 

 

: 

: 

 

LPPHPL-019-IDN 

27 September 2016 s.d. 26 September 2020 

c. Alamat Kantor 

- Pusat 

 

- Cabang 

 

: 

 

: 

 

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO 

Jl Ir H Juanda - Bandara 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir. Kurnia, IPU 

(Direktur PT Trustindo Prima Karya) 

f. Standar Acuan Audit 

yang Digunakan 

: 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Susunan Tim Audit :  

  

No. Nama Fungsi/Jabatan 

1. Ir Indra Komara Auditor PHPL Bid. Produksi merangkap Ketua Tim Audit 

2. Ir Sibyan Ahrar Auditor PHPL Bid. Sosial  

3. Ir Marthen Edy Auditor PHPL Bid. Ekologi 

4. Ir Harijadi Auditor PHPL Bid. Prasyarat & VLK Hutan 

 

h.   Tim Pengambil Keputusan : 

 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua) 

 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota) 
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2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

 

a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HA 

b. Alamat Kantor  : Jl. Purworejo No. 24 Menteng - Jakarta Pusat 

c. SK IUPHHK-HA : No. 862/Kpts-VI/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 

d. Luas Areal Kerja : 42.700 Hektar 

e. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

    

f. Pengurus Perusahaan :  

 Dewan Komisaris   

 - Komisaris Utama : Erwan Soekardja 

 - Komisaris : 1. Aimee Emerald Ramlie 

   2. Sandiana Soemarko 

 Dewan Direksi   

 - Direktur Utama : H. Djohansyah Ramlie 

 - Direktur : 1. Ir H Yusuf Sudarmanto, MM 

   2. Ir H Permana Nuryayi 

   3. Elsandria Rendrata 

   4. Rizal Sinaga 

g. Management Representatif : Supandi, S.Hut 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN 

 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan 

Di Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

4 November 2019 

 Dilakukan dengan instansi :  

a. Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur diterima oleh 

Syariful Ahyar. 

b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima 

oleh Eko Bahariwanto. 

 Hasil koordinasi dibuatkan laporannya 

termasuk saran dan masukan yang 

diperoleh. 

 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

Kantor PT Aditya 

Kirana Mandiri, 

Berau 

5 November 2019 

 

 Dihadiri oleh MR PT Aditya Kirana 

Mandiri beserta personil 

penanggungjawab kegiatan terkait. 

 UM telah memahami terkait tujuan, dan 

menyatakan setuju  

 Seluruh kegiatan audit dapat 

dilaksanakan sesuai yang 

direncanakan.  

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA. 

 

3. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Areal Kerja 

PT Aditya Kirana 

Mandiri  

5 – 8  

November 2019 

 Melaksanakan pengumpulan 

data/bukti audit berupa dokumen dan 

fisik hasil kegiatan, menganalisisnya 

sesuai kriteria audit yang digunakan 

dan menetapkan penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 1 

(satu) tahun terakhir, pengambilan 

sample fisik/hasil kegiatan di lapangan 

dan wawancara pada seluruh kriteria 

penilaian yang meliputi Prasyarat, 

Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan. 

 Hasil audit dicatat dengan 

menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: 

Checklist Audit Lapangan  
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

4. Pertemuan 

Penutupan 

Kantor PT Aditya 

Kirana Mandiri, 

Berau 

9 November 2019 

 

 Tim Audit memaparkan hasil audit 

berupa temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian, serta 

meminta konfirmasi persetujuan 

auditee. 

 Terhadap temuan ketidaksesuaian 

(kriteria prasyarat 1 verf dan produksi 

3), Tim Audit menerbitkan LKS dan 

disepakati ditindaklanjuti dan 

diselesaikan oleh auditee paling 

lambat tanggal 16 November 2019. 

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 

 

5. Perjalanan 

Kepulangan 

10 November 2019 Perjalanan dari Lokasi IUPHHK-HA  

PT Aditya Kirana Mandiri – Samarinda 

 

6. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di 

Daerah sesudah 

penilaian lapangan 

Samarinda,  

11 November 2019 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 

lapangan kepada instansi :  

a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diterima oleh Syariful Ahyar. 

b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima 

oleh Roni Saefullah B. 

 

7. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

22 November 2019 

Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 

1. Terhadap LKS yang diterbitkan,  

PT Aditya Kirana Mandiri telah 

menindaklanjuti dan menyelesaikan 

tindakan perbaikan secara 

memadai, sehingga tidak terdapat 

verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk atau verifier standar VLK 

bernilai Tidak Memenuhi. 

2. PT Aditya Kirana Mandiri dinilai 

LULUS  Penilaian Kinerja PHPL 

dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 

80,30% tanpa ada verifier bobot 

Dominan (D) bernilai Buruk dan 

MEMENUHI Standar VLK. 
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

3. Tim Pengambil Keputusan 

merekomendasikan bahwa Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(S-PHPL) PT Aditya Kirana Mandiri 

dapat diaktifkan kembali sesuai 

masa berlaku dan ruang lingkup 

sertifikasinya serta diberikan 

predikat BAIK terhitung tanggal 22 

November 2019 
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4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal dan 

administrasi tata batas (PP,  SK 

IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) 

 

CD Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa ketersediaan dokumen legal yang 

dimiliki oleh manajemen PT Aditya Kirana 

Mandiri tidak terdapat perubahan atau sesuai 

dengan penilaian awal tahun 2016 dan penilikan 

ke-1 tahun 2018, dan dokumen legal tersebut 

meliputi :  

1. SK. IUPHHK-HA Nomor: 862/Kpts-VI/1999, 

tanggal 12 Oktober 1999; 

2. Dokumen AMDAL/RKL/RPL  yang disetujui  

KOMISI AMDAL PUSAT Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 

1764/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 

1999; 

3. Dokumen RKUPHHK-HA Untuk 10 Tahun 

(2012-2021) Berbasis IHMB dan sudah 

dilakukan Revisi sesuai SK. Revisi RKUPHHK-

HA Periode 2012-2021 Nomor :  

SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 

tanggal 31 Agustus 2016; 

4. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 

Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 

5. Dan lainnya seperti Akte Perusahaan 

(terakhir), SIUP, TDP dan NPWP atas nama 

PT Aditya Kirana Mandiri yang masih berlaku 

dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang menngatur persyaratan 

berdirinya badan Perseroan Terbatas (PT). 

Sedang untuk dokumen atau administrasi tata 

batas yang dimiliki oleh PT Adityan Kirana 

Mandiri (bagian areal Eks. HPH PT Alas Helau) 

masih terdapat kekurangan dokumen tata 

batas, yaitu Berita Acara Tata Batas Gunung 

Kemul yang dibuat tanggal 30 November 1998, 

walaupun sebenarnya auditee melakukan upaya 

untuk memenuhi observasi penilikan ke-1 terkait 

dengan pemenuhan keberadaan laporan tata 

batas sesuai dengan tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas areal kerja PT Aditya 

Kirana Mandiri yang sudah TEMU GELANG. 

Sehingga keberadaan dokumen tata batas yang 

tersedia berjumlah 6 (enam) laporan tata batas, 

dengan rincian sebagai berikut : 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. Laporan TBT Nomor : 96/1993 merupakan 

Batas Alam Hutan Lindung Gn. Kopoi, Gn 

Matam, Gn. Guguang sepanjang 61,51 KM 

(hasil action plan); 

2. Laporan TBT Nomor : 03/BPKH.IV/IUPHHK/I/ 

2019  merupakan Batas Persekutuan dengan 

PT Aquila Silva (eks PT Bina Segah Utama) 

sepanjang 10.479,52 Meter (hasil 

rekonstruksi Laporan TBT No. 509/1991 dan 

hasil action plan); 

3. Laporan TBT Nomor : 1505/2010 merupakan 

Batas Persekutuan dengan PT Mardhika 

Insan Mulia sepanjang 18,34 Km (hasil action 

plan); 

4. Laporan TBT No.1241/1997 (Batas 

Persekutuan dengan PT Inhutani I) ; 

5. Laporan TBT No. 2473/2009 (Batas 

Persekutuan dengan PT Amindo Wana 

Persada); 

6. Laporan TBT No. 1518/2010 ((Persekutuan 

dengan PT Wana Bhakti Persada Utama). 

Dilihat sisi umur Laporan TBT diatas, maka 

terdapat 5 (lima) Laporan Tata Batas yang 

berumur lebih dari 5 (lima) tahun, maka 

terhadap hasil penataan batas tersebut 

seharusnya dilaksanakan Rekonstruksi, seperti 

Laporan TBT Nomor : 

03/BPKH.IV/IUPHHK/I/2019  merupakan Batas 

Persekutuan dengan PT Aquila Silva, yang 

merupakan hasil rekonstruksi Laporan TBT 

Nomor : 509/1991. 

Ketentuan Rekonstruski termuat pada 

Permenhut Nomor : P.50/Menhut-II/2011 

tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan 

Kawasan Hutan, pada Bab. IX. Rekonstruksi 

Batas Kawasan Hutan di pasal 52 ayat (2) yang 

berbunyti : “Rekonstruksi batas Kawasan hutan 

dilaksanakan terhadap hasil penataan batas 

yang sudah berumur sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun”. 

Rekonstruksi batas areal kerja PT Aditya Kirana 

Mandiri menjadi hal yang wajib dilaksanakan, 

karena hasil telaahan Peta TBT Hutan Lindung 

Gn. Kopoi, Gn Matam, Gn. Guguang (lamporan 

Laporan TBT Nomor : 96/1993) yang 

bersambungan dengan batas persekutan 

dengan PT Inhutani I (Laporan TBT 

No.1241/1997) ditemukan perbedaan dengan 

Peta RKT Tahun 2019, namun terdapat 

kesamaan dengan Peta RKT Tahun 2003. 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Sehingga terjadi kesalahan pemetaan yaitu 

pada Peta RKT Tahun 2019 yang 

menggambarkan letak batas Buffer Zone Hutan 

Lindung Gn. Kopoi, Gn. Matam dan Gn. 

Guguang  berada di dalam Kawasan hutan 

lindung yang sebenarnya terletak di dalam 

Kawasan hutan produksi yang dikelola oleh PT 

Aditya Kirana Mandiri , dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu batas Buufer Zone 

HL berjarak 500 meter ke dalam Kawasan hutan 

produksi yang dikelola pemegang izin usaha, 

berlaku untuk penataan batas areal sudah 

dilaksanakan dan bila belum dilaksanakan 

berjarak 1.000 meter ke dalam Kawasan hutan 

produksi yang dikelola. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

 

D Baik Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa realisasi tata batas areal IUPHHK-HA PT 

Aditya Kirana Mandiri sudah TEMU GELANG 

(100 %) sesuai dengan keberadaan dokumen 

tata batas dan Surat Pernyataan Direktur PT 

Aditya Kirana Mandiri yang dibuat pada tahun 

2013, yang secara keseluruhan sudah 

diverifikasi pada penilaian awal tahun 2017 dan 

penilikan ke-1 tahun 2018.  

Hasil observasi lapangan yaitu ditemukan batas 

persekutuan dengan PT INHUTANI I berupa 

plang nama Batas IUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri terbuat dari plastic putih dengan tulisan 

hitam dan plang nama Batas HPH PT Inhutani I 

terbiat dari papan kayu bercat hijau putih dan 

tulisan hitam, yang berada di KM 48 pada 

koordinat 01˚ 55’43” N ; 116˚ 56’55” E. dan 

sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 

2019 dan Sisa Rencana Kerja Tahun 2018 

(Carry Over) Skala 1 : 50.000. 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK kawasan 

hutan (BATB) 

 

CD Baik Pada periode audit penilikan ke-2 verifikasi 

dokumen yang terkait konflik batas / lahan 

maka diketahui bahwa bagian Kelola Sosial PT 

Aditya Kirana Mandiri memiliki dokumen 

identifikasi potensi konflik berupa Peta Deliniasi 

Kawasan Perladangan Pada Areal IUPHHK-HA 

PT Aditya Kirana Mandiri Skala 1 : 65.000, 

dimana terdapat 12 (dua belas) titik atau lokasi 

perladangan yang berada di sepanjang kiri 

kanan jalan produksi yang berada di dalam 

areal kerja PT Aditya Kirana Mandiri.  

Selain terdapat Laporan Pemetaan Potensi dan 

Resolusi Konflik (sesuai Perdirjen PHPL No. 

P.05/2014) yang berisi upaya perusahaan 

dalam memetakan potensi konflik dan upaya 

menyelesaikan konflik pada kurun waktu 

Januari – Oktober 2019.  
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Sehingga dengan adanya data deliniasi 

perladangan masyarakat setempat, Peta 

Sebaran Desa, dan Laporan Pemetaan Konflik 

yang dimiliki oleh auditee, maka dapat 

disimpulkan bahwa auditee memiliki rencana, 

monitoring konflik batas  dan upaya dan atau 

ada pengurangan tingkat konflik dari waktu ke 

waktu.  

Dan upaya auditee yang sudah diselesaikan 

yaitu : 

 

1. Batas partisipatif antara wilayah Kampung 

Long Duhung dan Kampung Long Keluh 

pada tahun 2019; 

2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan 

Antara Kelompok Tani Hutan PELTHI BLOM 

MALHEIN dengan Pemegang IUPHHK0HA 

PT Aditya Kirana Mandiri pada tanggal 05 

November 2019, yang telah ditanda tangani 

oleh Pihak Pertama yaitu Direktur PT AKM 

dan Pihak Kedua yaitu Ketua Kelompok Tani 

di Kantor KPHP Berau Barat; 

3. Batas Partisipatif Tanaman Karet Kelompok 

Tani Kampung Long Duhung di KM 70 pada 

Tahun 2017 (sudah di verifikasi pada 

penilaian awal); 

Sehingga dengan dokumen penyelesaian 

konflik diatas dapat mengurangi jumlah konflik 

sosial atau klaim lahan oleh masyarakat 

setempat dari waktu ke waktu, karena 

pembukaan ladanga yang terjadi di kiri kanan 

jalan logging tersebut merupakan peralihan 

kegiatan perladangan yang semula berada di 

kiri kanan sepanjang sungai Kelay (sebelum 

ada perusahaan kayu atau jalan logging).  

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable. 

 

CD Baik Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa di dalam Kawasan hutan produksi yang 

dikelola oleh PT Aditya Kirana Mandiri) terdapat 

perubahan fungsi Kawasan hutan produksi, 

yaitu dari Hutan Produksi (HP)  menjadi Areal 

Penggunaan Lain (APL) seluas ± 4.750 Ha 

sesuai dengan hasil overlapping dengan Peta 

Lampiran SK.718/Menhut-II/2014, dan oleh PT 

Aditya Kirana Mandiri sudah dilakukan 

perubahan perencanaan atau Revisi RKUPHHK-

HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021, dan 

telah disahkan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 

2016 tanggal 31 Agustus 2016. 

Terdapat Surat Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya 

Hutan Nomor : S.388/IPSDH/PSDH/ 

PLA.1/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, 

tentang Peta Penafsiran Citra Satelit Pada 

IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri Skala 1 : 

100.000, yang menggambarkan kondisi 

penutupan lahan yang terbagi pada Fungsi 

Kawasan yaitu : 

1. Hutan Produksi Terbatas seluas ± 37.260 

Ha; 

2. Hutan Produksi seluas ± 579 Ha; 

3. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 4.861 

Ha. 

Sumber Peta Penafsiran Citra Satelit diatas 

adalah : 

1. Peta Lampiran SK.718/Menhut-II/2014 Skala 

1 : 250.000; dan 

2. Peta Lampiran SK.8109/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 

November 2018 tentang Perkembangan 

Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 

Skala 1 : 250.000. 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila tidak 

ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka ve-rifier 

ini menjadi Not Aplicable). 

 

CD Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa terdapat action plan dari auditee untuk 

upaya pemenuhan observasi yang diberikan 

pada verifier ini saat penilikan ke-1 tahun 2018, 

dan bukti dokumen pemenuhan yaitu terdapat 

Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 

Periode Januari s/d Oktober 2019 yang dibuat 

oleh Manager Camp (Ir. Kismo Adji Syafrul), 

namun tidak seluruh data penggunaan 

Kawasan di luar sector kehutanan yang di 

laporkan kepada instansi yang berwenang, dan 

sesuai dengan Perdijen PHPL Nomor : 

P.05/2014 telah menjelaskan bahwa Laporan 

dibuat setiap Semester kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi dan tembusan BPHP 

Wilayah. 

Sesuai dengan verifikasi data penggunaan 

Kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerja 

PT Aditya Kirana Mandiri, maka terdapat data 

laporan penggunaan Kawasan yang belum 

dilaporkan, yaitu : 

1. Kebun tanaman karet di KM 70 seluas ± 200 

Ha milik warga Kampung Long Duhung 

(sesuai Surat Nomor : 44/PEMKAM-

LD/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang 

Permohonan Kemitraan Kehutanan Warga 

Long Duhung); lokasi kebun karet berada 

pada APL yang berdekatan dengan 



 
 

Halaman 11 dari 65 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kampung Long Duhung. 

2. Lahan kebun kemitraan dengan Kelompok 

Tani Hutan PELTHI BLOM MALHEIN dari 

Kampung Long Pelay seluas ± 582,70 Ha 

(sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan 

Kehutanan tertanggal 05 November 2019); 

lokasi kebun kemitraan yang rencana 

dibangun tersebut berada di Kawasan Hutan 

Produksi (HP) yaitu sebelah utara sepanjang 

sungai Kelay bagian hulu menuju Kampung 

Long Kelay ; 

3. Data perladangan tanpa izin yang berada di 

dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Aditya 

Kirana Mandiri.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 16/18 x 100% = 88,89%, 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL    

 

D Baik Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa  Visi dan Misi yang ditetapkan oleh 

Direktur Utama PT Aditya Kirana Mandiri Nomor 

010/AKM-1a/02.12 tanggal 15 Februari 2012 

tidak ada perubahan dan sesuai dengan 

kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 

yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi 

dan aspek sosial. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan 

kepada masyarakat setempat belum dilakukan 

keseluruh 5 (lima) Desa Binaan, dan hal ini 

sesuai dengan bukti Berita Acara Sosialisasi Visi 

dan Misi dan daftar hadir dari 3 (tiga) Desa yaitu 

: 

1. BA Sosialisasi Visi dan Misi ke masyarakat 

Desa Long Duhung tanggal 31 Maret 2019; 

2. BA Sosialisasi Visi dan Misi ke masyarakat 

Desa Long Pelay tanggal 15 Desember 2018, 

3. BA Sosialisasi Visi dan Misi ke masyarakat 

Desa Long Keluh tanggal 15 Januari 2019. 

Dan Desa yang belum dilakukan Sosialisasi, 

yaitu Desa Long Lamcin dan Desa Long Suluy, 

sehingga hanya sebagian masyarakat yang 

tahu tentang Visi dan Misi Perusahaan. 
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KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Sedang sosialisasi Visi dan Misi PT Aditya 

Kirana Mandiri untuk level karyawan di lapangan 

langsung dapat dilihat dari papan Visi Misi 

Perusahaan yang terpasang di depan Kantor 

Base Camp KM 51 yang cukup jelas terbaca. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

 

D Sedang Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan 

implementasi pengelolaan hutan lestari yang 

diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi 

di antaranya adalah, pemenuhan terhadap SOP 

yang dibuat masih belum sesuai di lapangan. 

Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora 

dan fauna implementasinya masih belum 

sepenuhnya menjalankan dan menerapkan 

kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, 

pemenuhan personil perlindungan dan 

pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan 

lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang 

sosial lebih terverifikasi pemenuhannya 

walaupun masih belum sepenuhnya sesuai 

antara visi dan misi dengan implementasi di 

lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 14/18 X 100 % = 77,78% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan 

Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 

CD Buruk Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

terdapat upaya auditee dalam memenuhi 

tindakan perbaikan (CARs) pada verifier ini, 

yaitu melalui mutasi Ganis PHPL dan Diklat 

Ganis PHPL namun sampai dengan 

dilaksanakan penilikan ke-2 upaya tersebut 

belum menghasilkan pemenuhan terhadap 

kekurangan Ganis PHPL sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 

2015), seperti pada Tabel berikut 

No Ganis PHPL 

Luas 

25.000< 

50.000 *) 

Luas PT BNI  

± 42.700 

Ha 

1. Ganis Kurpet 1 0 
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KINERJA 
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2. Ganis PHPL Canhut 2 1 

3. Ganis PHPL Nenhut  2 1 

4. Ganis PHPL Binhut 2 2 

5. Ganis PHPL PKB-R  2 2 

 JUMLAH 9 6 

*) Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 

24 Nopember 2015 

Karena upaya untuk memenuhi Ganis Kurpet 

melalui Diklat Ganis PHPL atas nama Gatot Adi 

Widyanto baru diajukan kepada Kepala Balai 

BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai Surat 

Permohonan Diklat Ganis PHPL Kurpet Nomor :  

033/AKM-Ia/11.19,  tanggal 11 November 2019  

dan sampai dengan batas waktu akhir 

pemenuhan LKs tanggal 16 November 2019 

belum terdapat bukti realisasi Diklat Ganis PHPL 

Kurpet berupa  SK. Penerbitan Ganis PHPL 

Kurpet atas nama Gatot Adi Widyanto, yang 

dibuat oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa auditee telah merencanakan dan 

merealisasikan Diklat baik Ganis PHPL maupun 

Non Ganis PHPL, dan sesuai dengan data 

realisasi Diklat tahun 2018/2019 telah tercapai 

100 % dari Diklat Non Ganis (yang tidak ter-

rencana), yaitu : 

1. Monitoring RIL; 

2. Proses Peneyelesaian Perizinan; 

3. Peningkatan Kapasitas SDM SILIN; 

4. Bidang Persemaian; 

5. Bimtek Pengelolaan Hutan dan 

Kenekaragaman Hayati Berdasarkan Nilai 

Ekosstem Esensial 

Sedang realisasi Diklat Ganis PHPL selama 1 

(satu) tahun terakhir NIHIL, padahal sesuai 

rencana kebutuhan Ganis PHPL yang segera 

dipenuhi sesuai ketentuan berlaku terdapat 

kekurangan 3 (tiga) Ganis PHPL, yaitu  

1 orang Ganis Kurpet, 1 orang Ganis Nenhut 

dan 1 orang Ganis Canhut. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

tidak terdapat upaya berkaitan dengan 

pemenuhan observasi yang dibuat untuk 

verifier ini saat audit penilikan ke tahun 2018, 

karena Bagian SDM  PT Aditya Kirana Mandiri 

di Kantor Tanjung Redeb, tidak membuat wajib 

lapor ketanagakerjaan dan tidak memiliki arsip 

dokumen tenaga kerja dan peraturan 

perundangan yang berisi ketenagakerjaan di 

bidang Kehutanan (seperti Perdirjen PHPL No. 
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P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 

2015). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (9/15) x 100% = 60,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 

Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) 

IUPHHK–HA 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa auditee telah melakukan perubahan 

Struktur Organisasi dan melengkapi Job 

Decription sampai ke level Kasi sesuai dengan 

bunyi observasi untuk verifier ini saat audit 

penilikan ke-1 tahun 2018. 

Namun setelah ditelaah lebih lanjut terhadap 

perubahan Struktur Organisasi yang ditetapkan 

sesuai SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri 

Nomor : 027/AKM-Ia/10.18 tanggal 02 Oktober 

2018, masih terdapat rangkap jabatan. 

Sehingga upaya perbaikan terhadap verifier ini 

tidak tercapai karena hanya sebagian yang 

sesuai kerangka PHPL. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa keberadaan perangkat Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) yang dimiliki oleh PT Aditya 

Kirana Mandiri di Base Camp KM 51 dan Kantor 

di Tanjung Redeb memadai untuk mendukung 

operasional di lapangan, dan terdapat tenaga 

pelaksana SIM atas nama Sdri. Hasri Aini yang 

ditetapkan melalui SK. Direktur PT Aditya Kirana 

Mandiri Nomor :  031/AKM-Ia/10.18 tanggal 02 

Oktober 2018.  

Namun fungsi tenaga pelaksana SIM tersebut 

tidak dirasakan oleh tim auditor karena 

ketidakhadirannya dalam proses audit penilikan 

ke-2 di kantor maupun di lapangan. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa terdapat perubahan personil SPI sesuai 

SK. Direktur PT Aditya Kirana Mandiri Nomor : 

028/AKM-Ia/10.18 tanggal 02 Oktober 2018 
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tentang Perubahan Struktur Organisasi dan 

Personalia SPI, yaitu : 

1. Bidang Forestry : Ir. Adi Prasetya; 

2. Bidang HRD : Donce Pradono; 

3. Bidang Keuangan : Dewi Ismiati 

Dan Tim Internal Audit (SPI) selama 1 (satu) 

tahun terakhir telah menghasilkan Laporan 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja IUPHHK-HA PT 

Aditya Kirana Mandiri yang mengacu Perdirjen 

PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 dan 

hasilnya dituangkan ke Matriks Hasil Monev dari 

aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial, 

sehingga muncul rekomendasi yang diberikan 

kepada Unit Management di Camp (lapangan) 

untuk dilakukan pemenuhan atau perbaikan 

oleh UM di Camp terhadap rekomendasi 

tersebut. Namun tidak dijelaskan Kapan dan 

Siapa yang harus melakukan perbaikan atas 

rekomendasi yang diberikan kepada UM di 

lapangan. 

Sehingga action plan yang dilakukan oleh 

Internal Audit PT AKM pada Tahun 2019 belum 

efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan, karena Tip SPI PT Aditya Kirana 

Mandiri tidak mengacu SOP setiap kegiatan 

yang bisa menjadi standar acuan penilaian 

kinerja pada bagian teknis di lapangan.  

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa terdapat upaya Tim SPI PT Aditya Kirana 

Mandiri selama 1 (satu) tahun terakhir untuk 

membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi 

(MoNev) Kinerja IUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri Tahun 2019, namun sesuai dengan 

hasil telaah laporan SPI tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa action plan yang dilakukan 

oleh Tim SPI tersebut belum dapat 

menyelesaikan secara keseluruhan tindak 

koreksi dan pencegahan manajemen berbasis 

Monitoring dan Evaluasi (MoNev). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

 

CD Baik Pada periode audit penilikan ke-2 terdapat 

action plan yang dilakukan oleh auditee terkait 

dengan observasi yang diberikan terhadap 

verifier ini, yaitu kegiatan sosialisasi RKT tahun 

2018 dan RKT tahun 2019 kepada masyarakat 

yang terkena dampak yaitu Desa Long Duhung, 

Desa Long Pelay dan Desa Long Keluh, sesuai 

bukti Berita Acara Sosialisasi dan Daftar Hadir, 

masing-masing Desa yaitu : 

1. BA Sosialisasi RKT 2018 kepada Desa Long 

Pelay pada tanggal 15 Desember 2018; 

2. BA Sosialisasi RKT 2019 kepada Desa Long 

Keluh pada tanggal 15 Januari 2019; 

3. BA Sosialisasi RKT 2019 kepada Desa Long 

Duhung pada tanggal 31 Maret 2019. 

Hasil sosialisasi dari masing-masing Desa 

tersebut yang dituangkan ke dalam surat 

perjanjian sebagai tanda persetujuan kedua 

pihak, dan bentuk persetujuan tersebut berupa 

pemberian Kompensasi Produksi, Honor 

Perangkat Desa dan Bantuan lainnya yang 

diminta kepada pihak Perusahaan.  

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

 

D Baik Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa proses penataan batas areal kerja 

IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri sudah 

mendapat persetujuan oleh para Pihak, seperti 

yang tertuang pada Laporan TBT sebanyak 6 

(enam) dokumen, terutama dokumen batas 

persekutuan dengan para Pihak yang memiliki 

izin usaha di bidang kehutanan, yaitu : 

1. IUPHHK-HA PT Inhutani I (sebelah utara); 

2. IUPHHK-HA PT Mardhika Insan Mulia 

(sebelah Timur/Selatan); 

3. IUPHHK-HA PT Wana Bhaktu Persada Utama 

(sebelah Selatan); 

4. IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada 

(sebelah Selatan) 

5. IUPHHK-HA PT Aquila Silva (sebelah Barat). 

Selain itu dengan Pihak Intansi Kehutanan 

terkait dengan Kawasan Hutan Lindung 

(BKSDA) dan Pemantapan Kawasan Hutan 

(BPKH Wilayah IV Samarinda / Dirjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta)  

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa auditee melakukan action plan terhadap 

observasi yang diberikan pada saat penilikan 

ke-1 tahun 2018, dan sebagai bukti tersedia 
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(D) Rencana Operasional PMDH Tahun 2019 untuk 

5 (lima) Desa Binaan yaitu DesaLong Pelay, 

Desa Long Duhung, Desa Long Keluh, Desa 

Ling Lamcin dan Desa Long Sului yang dibuat 

oleh Kabag Bina Desa (Sdr. Pai) dan diketahui 

oleh Kepala Cabang PT Aditya Kirana Mandiri 

(Rudiansyah, S.Hut), namun RO PMDH tersebut 

belum dilakukan Sosialisasi kepada 5 (lima) 

Desa yang akan menerima bantuan.  

Namun terkait proses persetujuan kegiatan RKT 

2018 dan RKT 2019 dan sudah dilakukan 

Sosialisasi seperti verifier 1.5.1, maka terdapat 

dokumen Perjanjian Persetujuan RKT dari 

masyarakat setempat dari 3 (tiga) Desa Binaan 

yang terkena dampak RKT, yaitu Desa Long 

Duhung, Desa Long Pelay dan Desa Long 

Keluh, yang isinya berupa Kompensasi Produksi 

(fee produksi), honor pengurus Desa, dan 

bantuan lainnya kepada masing-masing Desa, 

dan dapat diartikan sebagai CSR/CD 

perusahaan yang disepakati saat Sosialisasi 

RKT 2018 atau RKT 2019 dilakukan oleh pihak 

perusahaan. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

 

D Sedang Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

bahwa auditee melakukan Sosilisasi Kawasan 

Lindung pada 3 (tiga) Desa, dan sesuai 

dokumen Berita Acara Sosilisasi sebagai berikut 

: 

1. BA Sosilisasi Kawasan Lindung ke Desa 

Long Duhung tanggal 31 Maret 2019 

(terlampir daftar hadir); 

2. BA Sosilisasi Kawasan Lindung ke Desa 

Long Keluh tanggal 15 Januari 2019 

(terlampir daftar hadir); 

3. BA Sosilisasi Kawasan Lindung ke Desa 

Long Pelay tanggal 15 Desember 2018 

(terlampir daftar hadir). 

Sedangkan yang diminta pada observasi 

penilikan ke-1 yaitu seluruh Desa Binaan yang 

berjumlah 5 (lima) sesuai dengan Peta Sebaran 

Desa Tahun 2019 yang meliputi Desa Long 

Duhung, Desa Long Keluh, Desa Long Lamcin, 

Desa Long Pelay dan Desa Long Sului.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) x 100% = 80,95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang  

 

D Baik Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki 

oleh PT Aditya Kirana Mandiri adalah : 

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) 

Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 atas 

nama PT Aditya Kirana Mandiri di Provinsi 

Kalimantan Timur, yang disahkan berdasarkan  

Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  :  

SK.20/BUHA-2/2012 tanggal 10 Februari 2012, 

Persetujuan RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 

10 Tahun Periode Tahun 2012-2021 a.n PT 

Aditya River Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur 

yang ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, 

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. 

Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. M. Awriya 

Ibrahim, M.Sc (NIP. 19600106 198703 1 001). 

2. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri berdasarkan IHMB Periode 2012 – 2021 

telah disusun dan disahkan  melalui  Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 

tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Persetujuan 

Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 

Tahun 2012-2021 a.n PT Aditya Kirana Mandiri di 

Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani 

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Direktur Jenderal ttd Ida Bagus Putera Parthama. 

(NIP. 19590502 198603 1 001), Salinan sesuai 

dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan 

Kerjasama Teknik ttd Bambang Wiyono, SH, MH 

(NIP. 19610201 198303 1 005). 

Sesuai dengan Pengantar pada dokumen Revisi 

RKUPHHK-HA bahwa revisi ini dilakukan karena 

di dalam areal kerja IUPHHK-HA ini terjadi 

perubahan Fungsi Kawasan Hutan, yaitu dari 

areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 

4.750 ha berubah menjadi Areal Penggunaan 

Lain (APL).  Dengan adanya perubahan tersebut 

maka luas areal efektif untuk unit produksi 

menjadi berkurang karena kawasan APL tersebut 

diperuntukan untuk kegiatan lain di luar sektor 

kehutanan. 

3. Pengesahan Peta Penafsiran Peta Citra Landsat 

PT Aditya Kirana Mandiri oleh SK Dirjen 

Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Cq 

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 

Daya Hutan No. S.588/IPSDH/PSDH/ PLA.1/10/ 
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2019 Tanggal 29 Oktober 2019. 

Jenis Citra : Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 

654 Skala 1:100.000, Scene Id Path/Row 117/59, 

Akuisisi : Tanggal 26 Desember 2018 dan 31 

Januari 2019. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan 

Rencana Jangka Panjang  

 

D Sedang Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas 

Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA 

berdasarkan Lokasi Blok adalah sebagai berikut : 

1. Blok Tahun 2018 : Mengacu kepada Revisi 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-

2021, tahun 2016. 

Alokasi blok menggunakan blok VII pada Revisi 

RKUPHHK-HA tahun 2016 dan pada 

Pengesahan RKTUPHHK-HA berada pada blok 

VII (2018).  (sesuai) 

2. Blok Tahun 2019 : Mengacu kepada Surat 

Direktur UHP perihal Perubahan Blok 

RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA PT Aditya 

Kirana Mandiri. 

Alokasi blok menggunakan blok VIII pada Revisi 

RKUPHHK-HA tahun 2016 dan pada 

Pengesahan RKTUPHHK-HA berada pada blok II 

(2013) (sesuai dengan surat Direktur UHP) 

Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas 

Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA 

berdasarkan Luasan Blok adalah sebagai berikut : 

1. Blok Tahun 2018 : Terdapat kesesuaian alokasi 

Blok tebangan dan Luas Tebangan antara 

Rencana Jangka Panjang (RKUPHHK-HA) dan 

Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA), 

dimana persen kesesuaian adalah 100%. 

Terdapat 1 (satu) buah petak yang tidak 

dimasukkan dalam RKTUPHHK-HA yaitu petak 

AA-10 (9 ha) dan terdapat 4 (empat) buah petak 

yang berbeda luasannya yaitu : AA-11, AA-12, 

AC-12, dan AD-13. 

2. Blok Tahun 2019 : Terdapat kesesuaian 

sebagian alokasi blok dan luas tebangan antara 

Rencana Jangka Panjang (surat Direktur UHP 

perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada 

RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri) dengan 

Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA), 

dimana persen kesesuaian adalah 96%. 

Terdapat 9 (sembilan) buah petak yang tidak 

dimasukkan dalam RKTUPHHK-HA yaitu : BA-19, 

BA-20, BA-22, BA-23, BB-22, BC-22, BD-22, BF-

21, dan BF-22. 

Terdapat 6 (enam) buah petak yang dimasukkan 

kedalam RKTUPHHK-HA, berasal dari alokasi 

blok 2012 (blok I) sebanyak 5 (lima) petak yaitu : 
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BB-19, BC-19, BD-19, BE-19, dan BG-19, 

sementara 1 petak yaitu BG-21 (tidak 

teralokasikan dalam RKUPHHK-HA). 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal 

Bina Usaha Kehutanan Nomor P.9/VI-BUHA/2014 

tanggal 12 Agustus 2014, sesuai Lampiran III, Butir 

B.2. menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan 

revisi RKTUPHHK terhadap blok tebangan dalam 

RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah 

disetujui, maka tidak diperlukan revisi RKUPHHK 10 

(sepuluh) tahunan yang telah disahkan, 

perusahaan wajib melaporkan perubahan tersebut 

kepada Direktur Jenderal c.q. Direksi. 

Untuk implementasi Penataan Areal Kerja Tahun 

2020 adalah terlokasikan dalam RKUPHHK-HA 

adalah di blok IX (2020), namun dalam usulan 

URKTUPHHK-HA tahun 2020 akan menggunakan 

blok III  (2014), berarti PT Aditiya Kirana Mandiri 

sebagaimana Perdirjen BUK  Nomor : P.9/2014 

wajib melaporkan perubahan tersebut. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok 

dan Petak / compartemen 

kerja  

 

D Sedang 1. Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen 

pemeliharaan tanda batas blok dan petak, tidak 

terdapat BA Pemasangan Tanda Batas Blok dan 

Petak RKTUPHHK-HA Tahun 2019 maupun 2020 

bahkan 2021, namun di lapangan ditemukan 

tanda-tanda batas blok dan petak pada tahun-

tahun tersebut.  

Sementara itu tanda batas lainnya di lapangan 

tidak terlihat seluruhnya dengan jelas seperti 

batas rintisan blok dan petak, serta tanda batas 

corner (petak). 

2. Berdasarkan pengecekan lapangan, telah 

dilakukan uji petik Tanda Batas Blok dan Petak 

serta kawasan lindung pada Blok RKTUPHHK-

HA tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai 

berikut : 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 2018, Tidak 

ditemukan plang RKTUPHHK-HA 2018,  

terdapat tanda batas blok berupa patok titik 

ikat (B) dan tanda jalur / ribtisan berupa polet 

3 merah, koordinat : N =  01º 57’ 52” E = 

116º 40’ 34” 

- Tanda Batas Petak  RKTUPHHK-HA 2018, 

tidak ditemukan plang tanda batas petak di 

lapangan, namun terdapat tanda batas petak 

berupa jalur atau rintisan dengan polet 2 

merah, koordinat : N =  01º 58’ 15”  E = 116º 

40’ 37” 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 2019, 

terdapat plang tanda batas blok RKTUPHHK-

HA tahun 2019 terbuat dari banner dengan 

warna dasar putih dengan tulisan hitam 
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berupa : Logo dan nama perusahaan, Blok 

RKT, Lokasim Luas, Kabupaten dan Provinsi.  

Dengan ukuran 80x120 cm, koordinat : N =  

01º 54’ 18” E = 116º 56’ 40” 

- Tanda Batas Petak  RKTUPHHK-HA 2019 

(Petak BG-19 I BF-19), Terdapat plang batas 

antar petak terbuat dari papan dengan ukuran 

20x40 cm dengan warna dasar hijau, dan 

terdapat tulisa warna putih berupa Petak dan 

Nomor serta arah timur/ barat, koordimat : N 

=  01º 54’ 10”   E = 116º 56’ 16” 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 2020, 

terdapat plang tanda batas blok RKTUPHHK-

HA tahun 2020 terbuat dari banner dengan 

warna dasar putih dengan tulisan hitam 

berupa : Logo dan nama perusahaan, Blok 

RKT, Lokasim Luas, Kabupaten dan Provinsi.  

Dengan ukuran 80x120 cm, koordinat : N =  

01º 50’ 48” E = 116º 54’ 06” 

- Tanda Batas Petak  RKTUPHHK-HA 2020 

(Petak AW-23 I AW-24), terdapat plang batas 

antar petak terbuat dari papan dengan ukuran 

20x40 cm dengan warna dasar hijau, dan 

terdapat tulisa warna putih berupa Petak dan 

Nomor serta arah timur/barat, koordinat : N =  

01º 58’ 15” E = 116º 40’ 37” 

- Terdapat tanda kawasan lindung Sempadan 

Sungai Duhung, berupa Plang informasi 

terbuat dari banner dengan warna dasar putih 

tulisan merah dan hijau berupa nama 

sempadan sungai dan luasan koordinat : N =  

01º 55’ 08” E = 116º 47’ 54” 

- Terdapat tanda kawasan lindung Sempadan 

Sungai Blu Lenga, berupa Plang informasi 

terbuat dari banner dengan warna dasar putih 

tulisan merah dan hijau berupa nama 

sempadan sungai dan luasan koordinat : N =  

01º 54’ 18” E = 116º 56’ 40” 

Berdasarkan uji petik yang dilakukan ditemukan 

6 dari 8 sample atau 75%. 

3. Berdasarkan wawancara dengan pendamping 

produksi bahwa sebagian besar tanda batas 

petak di blok CO 2018 hilang  beaktifitas 

pproduksi, sementara untuk plang batas blok 

tidak ditemukan, dan belum dilakukan kegiatan 

pemeliha-raan tanda batas blok dan petak. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/18) x 100% = 77,78% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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2.2.1.  

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe 

Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei 

potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

 

D Baik Terdapat data Potensi Berdasarkan Hasil ITSP 

selama 4 (empat) tahun terakhir (2017, 2018, 2019, 

dan 2020), sebagai berikut : 

No. Jenis Pohon 

Kelas Diameter 

50 cm Up 

N     

(Phn) 

Vol         

(m
3
) 

RKTUPHHK-HA 2020     

1. Kel. Meranti  11.202   50.945,92  

2. Kel. R. Campuran  308   1.339,45  

3. Kel. Kayu Indah  46   158,09  

4. Kel. Kayu Dilindungi  307   924,13  

Jumlah  11.863   53.367,59  

Rata-rata / Ha  11.556   52.443,46  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  10,68   48,45  

RKTUPHHK-HA 2019   

1. Kel. Meranti  11.178   50.812,89  

2. Kel. R. Campuran  308   1.339,45  

3. Kel. Kayu Indah  46   158,09  

4. Kel. Kayu Dilindungi  304   917,15  

Jumlah  11.836   53.227,58  

Rata-rata / Ha  11.532   52.310,43  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  6,63   30,08  

RKTUPHHK-HA 2018   

1. Kel. Meranti  7.790   31.958,09  

2. Kel. R. Campuran  688   2.723,83  

3. Kel. Kayu Indah  1   23,98  

4. Kel. Kayu Dilindungi  223   730,39  

Jumlah  8.702   35.436,29  

Rata-rata / Ha  8.479   34.705,90  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  9,95   40,73  

RKTUPHHK-HA 2017   

1. Kel. Meranti  7.410   30.293,90  

2. Kel. R. Campuran  656   2.597,81  

3. Kel. Kayu Indah  1   23,98  

4. Kel. Kayu Dilindungi  268   924,16  

Jumlah  8.335   33.839,85  

Rata-rata / Ha  8.067   32.915,69  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  7,52   30,67  

Terdapak kelengkapan dokumen berupa Peta 

Sebaran Pohon skala 1 : 1.500, dimana tercantum No 

Pohon, Simbol Pohon, dan jalur cruising sebagai 

contoh : peta sebaran pohon petak BC-21, BD-21, 

dan BE-21. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

CD Baik Verifier ini termasuk yang di LKS-kan dan auditee 

telah memenuhi LKS pada tanggal 18 November 

2019 berupa : 

1. Laporan Hasil Pengukuran dan Analisa Riap 
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 Diameter dan Volume Pada Petak Ukur Permanen 

(PUP) Nomor Petak : AT-22, Oktober 2019 

Berdasarkan laporan tersebut didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

- Komposisi jenis untuk petak terpelihara (PU-01, 

PU-02, dan PU-03) adalah Dipterocarpaceae 

37,64% dan Non Dipterocarpaeae 62,36%. 

- Komposisi jenis untuk petak terpelihara (PU-04, 

PU-05, dan PU-06) adalah Dipterocarpaceae 

47,27% dan Non Dipterocarpaeae 56,73%. 

- Nilai Riap diameter rata-rata jenis 

Dipterocarpaceae berkisar : 

- PUP 01  :  0,12-1,24 cm/tahun 

- PUP 02  :  0,42-1,50 cm/tahun 

- PUP 03  :  0,54-1,56 cm/tahun 

- PUP 04  :  0,22-1,64 cm/tahun 

- PUP 05  :  0,55-1,28 cm/tahun 

- PUP 06  :  0,45-1,35 cm/tahun 

2. Berdasarkan pengecekan di lapangan, ditemukan 

lingkaran berwarna kuning yang merupakan tanda 

tempat melakukan pengukuran diameter dan tidak 

ditemukan label hasil pengukuran tahun 2019. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal /self JTT Berbasis 

Data Potensi dan Kondisi 

Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

 

CD Sedang 1. Terdapat laporan analisa riap diameter dan volume 

hasil pengukuran PUP tahun 2019 selama waktu 

penilaian. 

2. Laporan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur berupa softcopy (email) 

pada tanggal 20 November 2019 dan berupa 

hardcopy disampaikan pada tanggal 21 November 

2019. 

3. Tidak terdapat Perhitungan internal JTT, 

berdasarkan hasil analisa tersebut. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/12) x 100% = 91,67% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

 

D Sedang Sampai dengan penilikan ke-2 tidak ada revisi SOP 

Kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang dimiliki 

oleh PT Aditya Kirana Mandiri.  Adapin SOP yang 

dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : 
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005/AKM/SOP-PRODUKSI/01.03,  tanggal  Januari 

2013 

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 

(ITSP), SOP Nomor :  PK-07Rev 3, tanggal 15 

Pebruari 2016. 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), IK Nomor : IK-

0201, tanggal 2005. 

4. SOP Pemanenan : 

- SOP Proses Penebangan di Blok Tebangan, 

SOP Nomor : FOR 01, tanggal 10 April 2016 

- SOP Proses Hauling Kayu Bulat ke Log Pond, 

SOP Nomor : FOR 02, tanggal 10 April 2016 

- SOP Proses Loading Kayu Bulat, SOP Nomor : 

FOR 03, tanggal 10 April 2016 

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan, SOP terkait adalah : 

- SOP Pengadaan Bibit, SOP Nomor : IK-0301, 

2005 

- SOP Penanaman dan Pengayaan, SOP Nomor : 

IK-0302, 2005 

- SOP Pemeliharaan Tanaman, SOP Nomor : IK-

0304, 2005 

- SOP Penanaman Tanah Kosong,  SOP Nomor : 

IK-0303, 2005 

6. Pembebasan Pohon Binaan,  tidak ada SOP 

karena tidak dilakukan kegiatan ini (fungsi hutan 

HPT) 

7. Pengamanan dan Perlindungan Hutan,  SOP 

nomor : 016/AKM/SOP-EKO/01.13, tanggal 00 

Januari 2013 

Sebagian SOP tahapan Sistem Silvikultur belum 

mengacu pada Permenhut Nomor : P. 65/Menhut-

II/2014 tanggal 12 September 2014 dan 

pelaksanaannya mengacu kepada tahapan kegiatan 

yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina 

Produksi Kehutanan No P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 

Agustus 2009.  

Berdasarkan analisis terhadap isi SOP menunjukan 

bahwa sebagian dari SOP-SOP tersebut tidak 

terdapat lembar pengesahan dan tanggal 

pengesahan / tanggal terbit SOP serta isinya belum 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan 

teknis. 
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2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

 

D Sedang Implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur 

TPTI adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Penataan areal kerja berupa 

kegiatan Pembuatan titik ikat, starting point, batas 

blok cat merah polet garis 3,  dan batas petak di 

cat merah  polet garis 2 dan tanda kawasan 

lindung adalah polet warna merah. Di lapangan 

ditemukan tanda batas petak yang bersinggungan 

dengan jalan, dan batas sempadan sungai Blu 

Lenga.  Penandaan batas blok, petak dan 

kawasan lindung sudah sesuai dengan SOP. 

2. Implementasi ITSP berupa kegiatan cruising untuk 

RKTUPHHK-HA tahun 2020, berdasarkan 

pengecekan di lapangan pada areal RKTUPHHK-

HA tahun 2019 yang belum ditebang tidak 

ditemukan aktifitas kegiatan cruising seperti : jalur 

cruising.  Terdapat penandaan cruising berupa 

label dan barcode pada pohon ditebang.. 

3. Implementasi kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan 

(PWH), pada saat penilikan ke-2 tidak terdapat 

kegiatan, namun untuk pemeliharaan jalan PT 

Aditya Kirana Mandiri memiliki peralatan jalan 

seperti : perataan jalan (oleh grader) dan dump 

truk. 

4. Implementasi kegiatan pemanenan pada saat 

penilikan tidak terdapat kegiatan penebangan, 

penyaradan, dan pengangkutan kayu.  

Berdasarkan wawancara dengan pendamping 

bahwa saat ini masih ada stok kayu sekitar 400 

btg. 

5. Implementasi kegiatan penanaman dan 

pemeliharaan Tanaman, meliputi kegiatan : 

pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan , 

pemeliharaan tanaman pengayaan, penanaman 

dan pemeliharaan Kakija. 

6. Di lapangan ditemukan kegiatan Penanaman 

kanan kiri jalan di Km ... dengan jenis tanaman 

kapur dan jarak tanam 3x4 meter. 

7. Pembebasan pohon binaan untuk RKTUPHHK-HA 

tidak dilakukan karena areal kerja berada di dalam 

fungsi hutan HPT 

8. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 

pada tahun 2019 berupa patroli di seluruh blok 

tebangan, pemasangan plang peringatan maupun 

himbauan 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

 

D Baik 1. Berdasarkan hasil cruising sebagaimana data 

pada verifier 2.2.1. didapatkan data potensi 

tergakan sebelum masak tebang (diameter 10-49 

cm) RKTUPHHK-HA tahun 2020, 2019, 2018 dan 

2017 rata-rata sebesar 48 pohon/ hektar adalah 

sebagai berikut : 
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Uraian 

10 - 49 cm 

N     

(Phn) 

Vol         

(m
3
) 

Potensi Kayu Tebang / Ha  

RKTUPHHK-HA 2019  50,51   36,65  

RKTUPHHK-HA 2019  31,37   22,75  

RKTUPHHK-HA 2018  64,82   47,98  

RKTUPHHK-HA 2017  48,80   36,37  

Rata-rata 48,87  

2. Berdasarkan Uji Petik pada petak AB-13 sebanyak 

3 Plot Ukur didapatkan data potensi tegakan 

sebelum masak tebang sebagai berikut : 

Nomor  

Petak 

Jumlah 

PU 

Jumlah 

Pohon 

Jumlah 

Pohon/Ha 

AB-13 3 14 117 

Jumlah pohon inti dan pohon disisakan (tidak 

ditebang) dari jenis komersial didapatkan 

sebanyak 117 pohon per hektar. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

 

CD Baik Berdasarkan Uji Petik pada petak AB-13 sebanyak 3 

Plot Ukur didapatkan data potensi tegakan sebelum 

masak tebang sebagai berikut : 

 

Nomor  

Petak 

Jumlah 

PU 

Jumlah 

Pohon 

Jumlah 

Pohon/

Ha 

Jumlah 

Pohon 

Jumlah 

Pohon/Ha 

AB-13 3 12 400 10 1.333 

Jumlah jenis komersial tingkat Tiang sebanyak : 400 

batang/ha (>100 btg/ha) dan tingkat Pancang 

sebanyak : 1.333 batang/ha  (> 400 btg/ha). 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21 x 100% = 80,95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / 

Pengelolaan Hutan 

Ramah Lingkungan 

 

D Baik Sampai dengan Penilikan ke-2 tidak terdapat 

perubahan / revisi SOP Reduced Impact Logging, 

masih menggunakan SOP Nomor : SOP/20/AKM 

tahun 2005. 

Dalam SOP ini memerinci urutan kerja pemanenan 

yang mencakup 3 kegiatan yaitu : (a) Pre 

Harvesting Operation (PAK, ITSP, Pemetaan Stock, 

Rencana Jalan Angkutan, Rencana Jalan Sarad 

Utama, Penandaan Jalan Angkutan, Penandaan 

Panggung, Penandaan Arah Rebah, Pembuatan 

Jalan, Pembuatan Jembatan, dan Pembuatan 

Saluran Drainase; (b) Harvesting Operation 

(Pembuatan Jalan Sarad); (c) Post Harvesting 

Operation (Pembangunan Parit Lintang, 

Pembangunan Penyangga Air, Pembongkaran 

Culvert dan Jembatan, Penanaman Panggung). 

SOP ini perlu direvisi dengan mengacu kepada 

peraturan-peraturan yang terbaru. 

 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi 

Ramah Lingkungan 

 

D Sedang 1. Berdasarkan verifikasi  terhadap kegiatan 

produksi secara umum tahapan pemanenan 

ramah lingkungan yang masih sesuai dengan 

SOP adalah Pre Harvesting Operation, sebagian 

harvesting operation. 

2. Berdasarkan pengecekan pada saat uji petik 

penebangan didapatkan beberapa hal sebagai 

berikut :  chainsawman menentukan arah rebah 

dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya, 

selain posisi dan bentuk pohon yang akan 

ditebang.  Pohon akan diarahkan rebah sebisa 

mungkin menghindari kerusakan tegakan di 

sekitarnya. 

3. Berdasarkan wawancara dengan operator 

chainsaw (Sdrr. Natalis) bahwa beliau baru 

bekerja di perusahaan selama 1 (satu) tahun 

terakhir, sejak awal adalah menebang pohon 

untuk buka kebun pribadi atau keluarga.  Telah 

mengenal penebangan ramah lingkungan bukan 

didapatkan di perusahaan tetapi di kampungnya 

pada saat pelatihan yang dilakukan oleh TNC di 

kampung Long Duhung. 

4. Berdasarkan uraian diatas beberapa kegiatan RIL 

telah dilaksanakan oleh PT Aditya Kirana Mandiri 

sebagai berikut : 
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a. Perencanaan Pemanenan : PAK (pembagian 

blok tebangan), ITSP, membuat rintisan jalan 

sarad,  

b. Operasional Pemanenan : chainsawman dan 

operator traktor menggunakan APD dan K3. 

c. Pasca Pemanenan Kayu : melakukan 

penanaman pada areal terbuka, menyiapkan 

bibit untuk penanaman pengayaan, 

rehabilitasi, kiri kanan jalan dan tanah kosong 

Selain itu masih banyak kegiatan RIL yang belum 

dilaksanakan, seperti : perencanaan jalan sarad 

pada peta sebaran pohon,  membuat sodetan. 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan 

Tegakan Tinggal Minimal 

dan Keterbukaan Wilayah 

 

D Sedang Berdasarkan hasil uji petik terhadap 2 (dua) pohon 

yang ditebang di petak BG-19 (RKTUPHHK-HA 

tahun 2019) didapatkan nilai kerusakan tegakan 

tinggal sebesar : 

 

Pohon 

Sample 

Persen Kerusakan 

Pohon Tiang Pancang 

Pohon 1 28,57 20,00 12,00 

Pohon 2 - 60,00 33,33 

Rata2 14,29 40,00 22,67 

Jumlah 23,38% 

Berdasarkan data pada tabel hasil uji petik 

didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar 

23,38% (16%-30%). 

 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan 

Hutan Minimal 

 

CD Baik 1. Hasil uji petik perhitungan FE berdasar-kan 

perbandingan nilai LHP dengan LHC, uji petik 

dari 4 petak tebangan yaitu petak 796, 797, 799, 

800 (CO RKTUPHHK-HA tahun 2018) dan dari 

masing-masing petak diambil sample 10 pohon, 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tahun 

RKT 

Nomor 

Petak 

Nilai Volume (m
3

) 

FE 

LHC LHP 

2019 

BE-19 58,31 33,67 0,95 

BE-20 33,05 32,63 0,99 

BE-21 34,06 31,09 0,91 

BF-19 48,60 39,05 0,80 

BG-19 43,60 43,41 0,99 

BG-20 33,23 32,51 0,98 

Jumlah 250,85 234,36 0,93 

2. Hasil Uji Petik perhitungan FE berdasarkan nilai 

LHP dan LHC dari pohon yang ditebang, uji 

petik dari 2 pohon yang ditebang dari masing-

masing dari petak tebangan BG-19, didapatkan 

hasil sebagai berikut : 
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Nomor 

Pohon 
Jenis  Pohon 

Nilai Volume (m
3

) 

FE 

LHC LHP 

30257 Bangkirai 3,95 3,09 0,78 

30242 Bangkirai 3,17 3,46 1,09 

Rata-rata 3,56 3,27 ,92 

Dari kedua uji petik tersebut didapatkan nilai Fe ≥ 

0,7  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) x 100% = 80,95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / 

Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka 

Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka 

Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan 

yang Berlaku (Dinas Prov, 

self approval)  

 

CD Baik Terdapat persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 

dan 2019 sebagao berikut : 

1. RKTUPHHK-HA Tahun 2018 an PT Aditya Kirana 

Mandiri disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur, melalui surat nomor :  

522.110.1/200/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 07 

Nopember 2018, dengan target produksi  852 

ha, 4.974 pohon serta 17.034 m
3
 terdiri dari : 

a. Target Blok Tebangan terdiri dari 10 petak 

dengan luasan 852 hektar, 3.816 pohon dan 

volume 15.618 m
3,
 

b. Target Pembuatan Jalan Angkutan Kayu yaitu 

jalan utama di luar blok sepanjang 715,22 

meter, jalan utama di dalam blok sepanjang 

3.424,89 meter dan jalan cabang di dalam 

blok sepanjang  6.193,11 meter dengan total 

volume 1.416 m
3
 (1.158 pohon) diameter ≥ 

10 cm. 

Dokumen RKTUPHHK-HA dilengkapi Buku 

Utama dan Lampirannya, Lembar 

Pengesahan, dan Peta Kerja yang disahkan 

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur. 

2. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana 

Kegiatan RKT Tahun 2018 (Carry Over) an PT 

Aditya Kirana Mandiri disahkan oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 
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melalui surat nomor :  522.110.1/72/Kpts/RKT/ 

DK-II/2019 tanggal 08 April 2019, dengan target 

produksi  2.591 ha, 8.284 pohon serta 31.403 

m
3
 terdiri dari : 

a. Blok Tebangan RKT 2019 terdiri dari 18 petak 

dengan luasan 1.739 hektar, 3.422 pohon 

dan volume 15.734 m
3,
 dan target Pembuatan 

Jalan Angkutan Kayu yaitu jalan cabang di 

dalam blok sepanjang 2.714,05 meter 

dengan total volume 266 m
3
 (245 pohon). 

b. Blok Tebangan RKT 2018 (Carry Over) terdiri 

dari 10 petak dengan luasan 852 hektar, 

3.459 pohon dan volume 13.999 m
3,
 dan 

target Pembuatan Jalan Angkutan Kayu yaitu 

jalan utama di luar blok sepanjang 715,22 

meter dengan volume 81 m
3
 (68 pohon), jalan 

utama di dalam blok sepanjang 3.424,89 

meter dengan volume 726 m
3
 (587 pohon) 

dan jalan cabang di dalam blok sepanjang  

6.193,11 meter dengan volume 597 m
3
 (503 

pohon) 

Dokumen RKTUPHHK-HA dilengkapi Buku 

Utama dan Lampirannya, Lembar Pengesahan, 

dan Peta Kerja yang disahkan oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja 

dalam Rencana Jangka 

Pendek dengan Rencana 

Jangka Panjang 

 

D Baik 1. Pada Peta Revisi RKUPHHK-HA tahun 2016 telah 

dilakukan perubahan pada Blok Tebangan 

Tahun 2019 yang semula adalah “VII” menjadi 

blok II (2013).  Terdapat pembagian blok yang 

ditebang (distempel) dan alokasi Kawasan 

Lindung seperti : Buffer Zone,  Kawasan 

Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian 

Plasma Nutfah (KPPN), dan Sempadan Sungai, 

serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan 

Tegakan Benih.  Skala  1 : 100.000 

2. Pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019, 

terdapat peta kerja yang menggambarkan areal 

yang boleh ditebang (Blok II / 2019, warna krem 

dan distempel setiap petak), dan terdapat 

alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer Zone, 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan 

Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan 

Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif 

seperti : PUP dan Tegakan Benih.  Skala  1 : 

100.000 

Berdasaarkan uraian diatas terdapat kesesuaian 

antara peta kerja RKUPHHK-HA dengan 

RKTUPHHK-HA. 
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2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas 

Blok Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal 

yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ 

pelesta-rian plasma nutfah 

/ religi /budaya / sarana 

prasarana dan Penelitian & 

Pengembangan) 

 

D Baik Terdapat implementasi peta kerja berupa 

penandaan di lapangan yaitu : blok dan petak yang 

akan ditebang dan kawasan lindung atau areal 

tidak produktif. Di lapangan tanda batas blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan menggunakan 

metode PDF Maps dilakukan uji coba pada tanda 

batas blok dan petak dan terdapat kesesuaian 

lokasi antara data di peta dengan di lapangan. 

Untuk kawasan lindung atau areal tidak produktif, 

ditemukan areal Sempadan Sungai Len dan telah 

diuji dengan metode yang sama dan menunjukan 

kesesuaian lokasi antara peta dan lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat 

implementasi peta kerja berupa penandaan batas 

blok tebangan / ditanam / dipelihara beserta areal 

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan 

Volume Panen dengan 

Dokumen Rencana Jangka 

Pendek  

 

 

D Sedang Realisasi Tebangan (LHP) untuk RKTUPHHK-HA 

tahun 2018 adalah mengerjakan blok sendiri 

namun tidak selesai sehingga di carry over ke 

RKTUPHHK-HA tahun 2019. 

Untuk  RKTUPHHK-HA tahun 2019 sampai dengan 

penilikan ke-2 berlangsung tidak mengerjakan blok 

CO / Sisa RKTUPHHK-HA tahun 2018, dan seluruh 

kegiatan pemanenan berada di blok RKTUPHHK-

HA tahun 2019 

Realisasi Produksi tahun 2018 dan 2019 adalah 

sebagai berikut : 

 

Jenis Kayu Rencana Realisasi Persen 

RKTUPHHK-HA TAHUN  2018 

Luas (Ha) 852 200 23,47 

Kel. Meranti  14.453,00   221,52   1,53  

Kel. Rimba Camp  1.235,00   4,26   0,34  
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Kel. Kayu Indah   11,00   -   -    

Total  15.699,00   225,78   1,44  

Jumlah RKT 2018 15.699,00  225,78   1,44  

CO RKTUPHHK-HA TAHUN 2018 

Luas (Ha) 852   

Kel. Meranti  14.099,00  - - 

Kel. Rimba Camp  1.029,00  - - 

Kel. Kayu Indah  275,00  - - 

Total  15.403,00  - - 

RKTUPHHK-HA TAHUN  2019 

Luas (Ha) 1.739   

Kel. Meranti  15.470,00   6.046,75   39,09  

Kel. Rimba Camp  484,00   288,94   59,70  

Kel. Kayu Indah   46,00   -   -    

Total  16.000,00   6.335,69   39,60  

Jumlah RKT 2019  31.403,00   6.335,69   20,18  

Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 Realisasi luas 

sebesar 23,47% (realisasi 200 ha dari rencana 825 

ha) dan realisasi volume sebesar 1,44% (realisasi 

225,78 m3 dari rencana 15.699 m3), sehingga 

realisasi tebangan total <70%.  Waktu pengerjaan 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 hanya 2 (dua) bulan 

yaitu Nopember - Desember 2018. 

Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 Realisasi s/d 

Oktober 2019, tidak terdapat data realisasi dari 

rencana 2.591 ha) dan realisasi volume sebesar 

20,18% (realisasi 6.335,69 m3 dari rencana 31.403 

m3).  Kegiatan difokuskan untuk menyelesaikan 

target RKTUPHHK-HA 2019, sementara untuk blok 

CO RKTUPHHK-HA 2018 kegiatan produksi belum 

dilanjutkan. 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) x 100% = 90,48% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan 

Finansial  

 

CD Sedang Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik Adi Nuroni Per 31 

Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen 

Adi Nuroni, Laporan nomor : 483/AN-MZ/GA-

AKM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 

Analisa Finansial berdasarkan Penilikan Ke-2 

adalah terhadap laporan keuangan yang telah 

diaudit terakhir (per 31 Desember 2018). Adapun 

hasil analisa finansial atas Laporan Keuangan Per 

31 Desember 2018 didapatkan nilai Likuiditas, 

Solvabilitas, dan Rentabilitas serta opini Kantor 

Akuntan Publik :  

- Nilai Likuiditas :  

Rp. 6.258.626.295,- / Rp. 1,255.694.219,- x 

100% = 498,42% (Baik) 

- Nilai Solvabilitas :   

Rp. 11.541.359.928,- / Rp. 9.522.107.219,- x 

100% = 121,21% (Sedang) 

- Nilai Rentabilitas :   

(Rp. 5.876.925.327,- / Rp. 11.541.359.928,- =  -

50,92% (Buruk) 

- Opini KAP adalah laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan PT Aditya 

Kirana Mandiri tanggal 31 Desember 2018, 

serta kinerja keuangan dan arus kas untuk 

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) di Indonesia. (Baik) 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana 

Yang Cukup berdasarkan 

laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan 

Produksi (yang telah 

diaudit oleh akuntan 

publik) 

 

CD Sedang Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh KAP tahun 2018 (audited) dan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 

didapatkan realisasi alokasi dana yang cukup PT 

Aditya Kirana Mandiri Tahun 2018 sebesar 

341,04%. 

Namun tidak ditemukan dokumen RKAP 2019 

yang menjadi dasar biaya, dan rencana biaya 

pada laporan data yang diterima adalah berupa 

rekapitulasi rencana biaya 2018. 
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2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana 

Yang Proporsional  

 

 

CD Buruk Berdasarkan pemenuhan LKS yang disampaikan 

pada tanggal 16 November 2019 berupa “Daftar 

Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya Periode 

Tahun 2019 berjalan” terdapat perbedaan angka 

dengan data yang disampaikan pada saat 

penilaian audit penilikan ke-2.  Rekapitulasi tidak 

dilengkapi sumber data, dan tidak terdapat 

dokumen RKAP tahun 2019. 

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Rencana dan 

Realisasi Anggaran Biaya Periode Tahun 2019 

berjalan, didapatkan  realisasi alokasi dana yang 

proporsional sebagai berikut : 

- Ketercapaian tertinggi pada kegiatan 

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 

(ITSP) sebesar 893,04% 

- Ketercapaian terendah pada kegiatan 

Pengangkutan sebesar 13,83% 

- Terdapat perbedaan sebesar 879,21% 

(perbedaan > 50%) 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

 

CD Sedang Berdasarkan realisasi biaya tahun 2019 sampai 

dengan bulan Oktober 2019 terlihat seluruh 

kegiatan teknis kehutanan untuk perencanaan 

130,47%, pemenanen 24,10% dan Pembinaan 

Hutan 94,31%,  hal ini menunjukkan dukungan 

dana yang cukup dan lancar. 

Berdasarkan wawancara dengan pendamping 

produksi dan beberapa karyawan bahwa untuk 

dana selama ini berkalan lancar termasuk gaji, 

biaya operasional (makan, kesehatan dll), namun 

realisasi kegiatan fisik di lapangan menunjukkan 

prestasi yang masih rendah khususnya kegiatan 

pemanenan. 

 

Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis 

kehutanan berjalan lancar, namun sebagian tidak 

sesuai dengan tata waktunya. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

 

D Sedang Berdasarkan Daftar Rencana dan Realisasi 

Anggaran Biaya Periode Tahun 2019 berjalan, 

didapatkan Modal yang ditanamkan (kembali) ke 

hutan sebagai berikut : 

- Rencana Biaya Rp. 319.000.000, 

- Realisasi Biaya Rp. 289.712.456,- 

- Ketercapaian 90,82% 

Realisasi Modal yang ditanamkan (kembali) ke 

hutan untuk tahun 2019 sebesar 90,82% (≥80%) 

Tidak ditemukan dokumen RKAP 2019 yang 

menjadi dasar rencana biaya. 
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2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan 

Hutan 

 

 

CD Sedang Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan 

Bulanan E Monev Periode bulan Desember 2018 

dan Oktober 2019 PT Aditya Kirana Mandiri 

didapatkan data realisasi kegiatan fisik 

penanaman / pembinaan hutan pada 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019, sebagai 

berikut : 

Jenis Kegiatan Rencana Realisasi % 

TPTI       

Pengadaan Bibit  15.000   8.000   53,33  

Penanaman Pengayaa  9.681   4.681   48,35  

Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan  
 20,17   20,17  100,00  

Non TPTI    

Penanaman Kanan Kiri 

Jalan 
 7,70   2,57   33,38  

Penanaman Tanah 

Kosong 
  -     

Pemeliharaan Tana-

man Kanan Kiri Jaln 
 7,70   7,70  100,00  

Pemeliharaan Tana-

man Tanah Kosong 
   

Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan 

tahun 2018 rata-rata dari 5 (lima) kegiatan adalah 

67,01%. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/21) x 100% = 61,90% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D Sedang - Luas kawasan lindung (KL) telah dirinci dalam 

ringkasan dokumen ANDAL (1999), RKL (1999), 

RPL (1999) dan RKU (2012), dan revisi RKU 

(2016) dan tidak seluruhnya sesuai dengan 

kondisi biofisiknya. Terdapat areal kawasan 

lindung lereng curam, areal pengungsian satwa 

liar, dan areal kawasan mata air dalam ringkasan 

dokumen Andal (1999) dengan luasan masing-

masing berturut-turut sebesar 2.244 ha, 300 ha, 

dan 72 ha (dengan total luas sebesar 2.616 ha) 

yang tidak muncul alokasinya dalam dokumen 

revisi RKU (2016). Walaupun demikian, dalam 

dokumen revisi RKU (2016) tersebut terdapat 

tambahan nomenklatur areal kawasan lindung 

baru, yang sebelumnya tidak terdapat dalam 

dokumen ringkasan ANDAL, yakni KKI seluas 

1.069 ha. Dengan membandingkan luas areal KKI 

(luas KKI 1.069 ha) dengan luasan areal KL ada 

dalam dokumen ringkasan ANDAL tetapi 

menghilang dalam dokumen revisi RKU (2016) 

(luas total kawasan lindung lereng curam, areal 

pengungsian satwa liar, dan areal kawasan mata 

air adalah 2.616 ha), maka areal KKI ini tidaklah 

cukup untuk menggantikan areal KL yang hilang 

tersebut 

- Guna keperluan operasinal lapangan terkait 

pengelolaan KL, terdapat SK Direktur PT Aditya 

Kirana Mandiri No. 041/Aditya Kirana Mandiri-

la/09.16 tanggal 12 September 2016 tentang 

penetapan kawasan lindung PT Aditya Kirana 

Mandiri 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

 

D Sedang Prosentase batas kawasan lindung yang sudah di 

tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan 

saat ini (2019) adalah sepanjang 73,86 km (89,52%) 

dari yang seharusnya sesuai dengan 

perkembangan blok RKT yakni sepanjang 

82,52 km, namun beberapa tanda batas kawasan 

lindung tidak ditemukan saat melakukan uji petik 

lapangan. Di areal sempadan Sungai Duhung 

hanya ditemukan plang informasi terkait jenis 

kawasan lindung tetapi tidak ditemukan tanda 

batasnya. Selanjutnya, di areal sempadan Sungai 

Kelay, ditemukan plang informasi terkait jenis 

kawasan lindung dan hanya satu patok tanda 

batas, sementara tanda batas lainnya tidak 

ditemukan 
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3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

 

D Baik - Berdasarkan hasil penafsiran citra, diketahui 

bahwa terdapat areal kawasan lindung (dalam hal 

ini sempadan anak Sungai Kelay (Sungai Blu) dan 

sempadan Sungai Duhung) yang tidak berhutan 

seluas sekitar 278,25 ha yang ada didalam 

kawasan hutan produsi, maka dalam hal ini 

auditee wajib melaksanakan terselenggaranya 

fungsi lindung dari kawasan lindung, antara lain 

dapat dicapai dengan cara menghutankan 

kembali kawasan lindung dengan cara 

penanaman 

- Areal KL yang tidak berhutan adalah sekitar 

278,25 ha (5,85%) dari luas total KL sebesar 4.753 

ha. Artinya areal KL yang masih berhutan adalah 

sekitar 4.474,75 ha (94,15%) 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

 

CD Sedang - Sampai dengan saat ini, diketahui bahwa 

kegiatan sosialisasi areal kawasan lindung yang 

telah dilaksanakan oleh PT Aditya Kirana Mandiri 

yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi 

kegiatan RKT ataupun dilaksanakan secara 

mandiri  sudah mencapai 3 desa/kampung dari 5 

desa/kampung yang menjadi desa/ kampung 

binaan PT Aditya Kirana Mandiri yakni Kampung 

Long Keluh, Kampung Long Pelay, dan Kampung 

Long Duhung. 

- Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi 

lapangan, ditemukan banyak terdapat ladang 

masyarakat yang tersebar dalam areal sempadan 

sungai, seperti sempadan sungau Duhung 

berupa ladang coklat dan sempadan Sungai Blu 

Glop berupa ladang padi. Berdasarkan hal ini, 

maka auditor ekologi berkesimpulan bahwa 

terdapat gangguan terhadap areal KL yang ada 

dalam areal PT Aditya Kirana Mandiri dan paling 

tidak terdapat sebagian masyarakat yang belum 

mengakui akan keberadaan kawasan lindung ini. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

 

D Sedang - PT Aditya Kirana Mandiri telah menyediakan 

laporan pengelolaan yang sesuai dengan 

ketentuan terhadap sebagian areal kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/landscaping/ sesuai 

RKL/RPL 

- Kegiatan pengelolaan yang sudah dilakukan 

antara lain: 

a. Kegiatan penataan batas sebagian sudah 

dilakukan pada areal kawasan lindung 

sempadan sungai, BZ-HL, dan KKI, tetapi 

belum dilaksanakan pada areal DPPN 

b. Kegiatan pemasangan papan informasi dan 

larangan sudah dilakukan pada areal 

kawasan lindung sempadan sungai, BZ-HL, 

dan KKI, tetapi belum dilaksanakan pada 
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areal DPPN 

c. Kegiatan penanaman pengayaan sama sekali 

belum dilakukan terhadap semua areal 

kawasan lindung 

d. Kegiatan sosialisasi keberadaan areal 

kawasan lindung sudah dilakukan 

e. Kegiatan inventarisasi potensi plasma nutfah 

dan kegiatan inventarisasi potensi hasil hutan 

nir kayu belum dilakukan 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27) x 100% = 70,04% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

 

D Baik PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki beberapa 

SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan 

yang mencakup seluruh jenis-jenis gangguan 

yang ada di arealnya 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan 

hutan 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki sarana 

prasaran perlindungan hutan, baik sarana 

satpamhut maupun sarana dalkarhutla, namun 

khususnya untuk sarana prasarana dalkarhutla 

jumlahnya belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

 

D Sedang - PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki SDM 

perlindungan hutan, yakni personil Satpam 

PH/wakar sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) 

regu inti Dalkarhutla dengan jumlah personil 

regu sebanyak 14 (empat belas) orang dan regu 

pendukung dari seluruh karyawan PT Aditya 

Kirana Mandiri yang ada di lapangan.  

- Dari 5 orang satpam/wakar, sebanyak 2 orang 

Saptpam/wakar telah mendapatkan pelatihan 

dasar satpamhut sementara 3 orang lainnya 

belum pernah mengikuti pelatihan satpam. 

- Selanjutnya, seluruh personil dalkarhutla sudah 

telah mendapatkan pelatihan dasar satpamhut 

dan dalkarhutla yang dilaksanakan selama 7 

hari dari tanggal 17 Juni 2019 s/d 23 Juni 2019 
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di lingkungan basecamp Long Duhung km 51 

PT Aditya Kirana Mandiri, dengan instruktur 

sebanyak 2 (dua) orag personil TNI dari Koramil 

0902-06/KELAY berdasarkan BA pelaksanaan 

pelatihan dasar satpamhut dan dalkarhutla 

PT Aditya Kirana Mandiri tanggal 23 Juni 2019 

dan Surat Keterangan No. 128/VI/2019 tanggal 

26 Juni 2019 tentang pelatihan dasar satpamhut 

dan dalkarhutla yang dikeluarkan oleh KODIM 

0902/TRD, KORAMIL 0902-06/KELAY. Selain itu, 

PT Aditya Kirana Mandiri juga telah 

mengadakan sosialisasi secara insidentil dalam 

rangka persiapan pembentukan regu 

perbantuan (MPA) di desa Duhung 

- Lebih jauh, belum terbentuk MPA, namun telah 

dilakukan persiapan pembentukan regu 

pembantuan (MPA) di Desa Duhung dengan 

melakukan sosialisasi secara insidentil 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

 

D Sedang - PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan 

kegiatan perlindungan hutan dan 

diimplementasikan melalui tindakan tertentu 

(preemptif/preventif/represif) tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK No. 

P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian 

Kebakaran Hutan.  

- Kegiatan yang masih kurang dan belum 

dilakukan antara lain, 

(a) Telah menyediakan sarana prasarana 

perlindungan hutan, walau belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku,  

(b) Telah menyediakan personil perlindungan 

hutan (regu satpam PH dan regu damkar), 

walau belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku,  

(c) PT Aditya Kirana Mandiri belum membentuk 

regu perbantuan (MPA) dalam rangka 

menunjang upaya pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan, dan baru 

sampai pada tahap sosialisasi secara 

insidentil, 

(d) PT Aditya Kirana Mandiri belum melakukan 

pemantauan hotspot dengan 

memanfaatkan citra satelit, 

(e) PT Aditya Kirana Mandiri belum melakukan 

pelaporan upaya dalkarhutla sesuai dengan 

Perdirjen PPI No. P.8 tahun 2018 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (18/24) x 100% = 75,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan 

Hutan 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah & air 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

prosedur pengelolaan dan pemanauan 

terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan 

air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang belum 

tersedia dan/atau masih kurang berdasarkan 

dokumen perencanaan dan/atau peraturan 

yang berlaku,antara lain (a) SOP Pemantauan 

kualitas air, (b) SOP Pemantauan sedimentasi, 

(c) SOP Pemantauan kesuburan tanah, (d) SOP 

Penanaman kakija, (e) SOP Pemantauan 

kondisi badan sungai, dan (f) SOP Sanitasi 

lokasi basecamp 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah meiliki sarana 

pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi 

belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau 

SOP yang ada. Sarana yang masih kurang 

antara lain, (a) PT Aditya Kirana Mandiri belum 

memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, 

(b) lokasi penempatan alat ombrometer terlalu 

dekat dengan bangunan camp, (c) design bak 

erosi tidak sesuai kaidah ilmiah, (d) sarana 

bengkel belum dilengkapi dengan oil trap, 

(e) tempat pendistribusian bbm solar belum 

dilengkapi sarana penangkap ceceran bbm, 

dan (f) sarana pengelolaan limbah domestik 

belum memisahkan sampah berdasarkan 

jenisnya (sampah organik dan sampah 

anorganik) 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

 

D Baik PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki personil 

pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan 

jumlah GanisPHPL BINHUT telah sesuai dan 

telah memenuhi jumlah minimal yang 

dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air 

(teknis sipil dan vegetatif) 

 

D Sedang - PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

dokumen rencana pengelolaan dampak yakni 

dokumen RKL tahun 1999, dan sebagian 

besar telah diimplementasikan. Selanjutnya, 

PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan 

pengelolaan LB3 namun belum sepenuhnya 

sesuai dengan SOP atau peraturan yang 

berlaku. Berdasarkan hasil observasi 

lapangan di area bengkel blok produksi, 

rumah genset, drum tempat penampungan oli 

bekas, tempat pendistribusian bbm, masih 
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banyak ditemukan ceceran oli bekas dan/atau 

bbm yang langsung jatuh ke atas tanah. 

Selanjutnya, PT Aditya Kirana Mandiri belum 

memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait. 

- Lebih jauh, Laporan pelaksanaan RKL-RPL 

yang dibuat oleh PT Aditya Kirana Mandiri 

belum mengacu kepada Kepmen LH  No. 45 

Tahun 2005 ttg pedoman penyusunan laporan 

RKL dan RPL 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

dokumen rencana pemantauan dampak yakni 

dokumen RPL tahun 1999, dan telah 

diimplementasikan sebagian. Kegiatan 

pemantauan yang masih kurang adalah 

pemantauan erosi. Sarananya sudah tersedia di 

blok RKT 2019 petak 20BF, namun belum 

tersedia data dan laporan hasil pemantauannya 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

 

D Sedang Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui 

bahwa PT Aditya Kirana Mandiri telah 

melakukan pengelolaan limbah domestik dan 

LB3 namun belum sepenuhnya sesuai dengan 

SOP atau peraturan yang berlaku. Pengelolaan 

limbah domestik belum memisahkan sampah 

berdasarkan jenisnya sampai ke lokasi TPA. 

Lebih jauh, masih ditemukan masih banyak 

ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh 

ke atas tanah di area bengkel blok produksi, 

rumah genset, drum tempat penampungan oli 

bekas, dan tempat pendistribusian bbm 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (26/36) x 100% = 72,22% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), 

Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik 

mengacu pada 

perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki SOP 

Identifikasi flora fauna dilindungi (No. 

02/BC.AKM/SOP-KELINK/X/2018, rev. Ke-2 

tanggal 15 Oktober 2018). SOP baru merujuk ke 

IUCN Redlist, dan belum merujuk peraturan 

minimal PP No. 7 tahun 1999, Permen LHK No. 

P.106 tahun 2018, dan Appendix CITES 
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3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

 

D Baik Implementasi kegiatan identifikasi flora dan 

fauna dilindungi yang telah dilakukan PT Aditya 

Kirana Mandiri terekam dalam beberapa 

dokumen seperti dokumen AMDAL tahun 1999 

dan dokumen Laporan penilaian HCVF PT 

Aditya Kirana Mandiri tahun 2016. Selanjutnya, 

hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

telah dirinci berdasarkan status 

perlindungannya menurut peraturan yang 

berlaku PP 7/1999, tingkat kerawanannya 

menurut RedList IUCN, aturan perdagangannya 

menurut Appendix CITES, dan sifat 

endemiknya, sesuai dengan peraturan yang 

berlaku saat kegiatan identifikasi dilaksanakan 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang 

tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

    

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelo-laan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

prosedur terkait pengelolaan flora, namun SOP 

belum dirancang khusus untuk pengelolaan 

flora dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin. Selain itu, kegiatan 

pengelolaan flora dilindungi belum disajikan 

secara kongkrit masih bersifat umum, dengan 

kata lain belum sepenuhnya spesifik/berbasis 

jenis flora dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi flora sebelumnya 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri belum sepenuhnya 

melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan 

flora dilindungi yang ada dalam SOP, seperti 

(a) Belum melakukan analisis vegetasi 

sebagaimana disajkan dalam SOP, dan 

(b) Kegiatan pengelolaan flora belum 

sepenuhnya berbasis jenis flora dilindungi, 

misalnya (1) menuliskan dengan jelas jenis flora 

dilindungi dalam plang, (2) sosialisasi langsung 

tentang jenis-jenis flora dilindungi, dan/atau 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kegiatan pengelolaan berbasis jenis flora yang 

lainnya. Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan 

pengelolaan yang spesifik / khusus untuk 

masing-masing jenis flora dilindungi 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

 

D Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian 

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka 

dan terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin, khususnya 

jenis-jenis dipterocarpaceae, yang tergolong 

kedalam status critikal dalam IUCN Redlist 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup 

kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

prosedur terkait pengelolaan fauna, namun SOP 

belum dirancang khusus untuk pengelolaan 

fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin. Selain itu, kegiatan 

pengelolaan fauna dilindungi belum disajikan 

secara kongkrit masih bersifat umum, dengan 

kata lain belum sepenuhnya spesifik/berbasis 

jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi fauna sebelumnya 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 

direncanakan 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri belum sepenuhnya 

melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan 

fauna dilindungi yang ada dalam SOP, seperti 

(a) Belum melakukan sensus mamalia, burung, 

atau reptil secara periodik, sehingga dapat 

diketahui kondisi fauna dilindungi, 

kecenderungan perkembangan populasi satwa 

dari waktu ke waktu, apakah telah terjadi 

gangguan atau penurunan jenis dan/atau 

penurunan kelimpahan atau sebaliknya, dan 

(b) Kegiatan pengelolaan fauna belum 

sepenuhnya berbasis jenis fauna dilindungi, 
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misalnya (1) menuliskan dengan jelas jenis 

fauna dilindungi dalam plang, (2) sosialisasi 

langsung tentang jenis-jenis fauna dilindungi, 

dan/atau kegiatan pengelolaan berbasis jenis 

fauna yang lainnya. Dibutuhkan prosedur dan 

pelaksanaan pengelolaan yang spesifik / 

khusus untuk masing-masing jenis fauna 

dilindungi 

 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

 

D Sedang - Berdasarkan dokumen Ringkasan Andal PT 

Aditya Kirana Mandiri tahun 1999, ditemukan 

sejumlah fauna dilindungi, dua jenis diantara 

yakni orang utan dan owa-owa dijadikan 

sebagai satwa indikator bagi keberadaan 

satwa di areal ini 

- Dalam Laporan penilaian HCVF PT Aditya 

Kirana Mandiri tahun 2016, untuk jenis 

mamalia teridentifikasi sebanyak 12 jenis yang 

masuk NKT 1.3, termasuk jenis orang utan 

dan owa-owa 

- Dalam laporan ini juga disebutkan bahwa, 

ancaman utama terhadap satwa-satwa ini 

diantaranya adalah aktivitas penebangan atau 

pemanenan yang tidak ramah lingkungan 

serta perburuan liar 

- Selanjutnya, sebagaimana telah dibahas 

dalam verifier 3.1.4, diketahui bahwa terdapat 

gangguan terhadap areal kawasan lindung, 

khususnya di beberapa areal sempadan 

sungai berupa ladang masyarakat yang sudah 

menanam tanaman coklat dan/atau padi 

- Hal-hal ini menunjukkan bahwa habitat yang 

diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan 

dan perlindungan terhadap fauna dilindungi 

telah mengalami gangguan, dan hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat gangguan 

terhadap jenis-jenis satwa dilindungi yang ada 

di dalam areal PT Aditya Kirana Mandiri 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/ 

laporan mengenai pola 

penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

 

D Sedang Tidak tersedia dokumen laporan yang berkaitan 

dengan identifikasi pemanfaatan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) 

Tidak tersedia laporan identifikasi perladangan di 

dalam wilayah kampung Long Lamcin dan Long 

Sului serta sepanjang sungai Kelay yang menjadi 

batas alam PT. Aditya Kirana Mandiri  

Sehingga PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 

sebagian dokumen/laporan mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

 

CD Baik PT Aditya Kirana Mandiri memiliki mekanisme 

penataan batas/rekontruksi batas kawasan secara 

partisipatif & konflik kawasan yang disepakti para 

pihak berupa SOP Delineasi Batas Kawasan 

dengan  Masyarakat, dan SOP Penyelesaian 

Konflik Sosial, serta konflik kawasan telah 

diselesaikan dengan baik 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

 

D Baik PT Aditya Kirana Mandiri memiliki mekanisme 

mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat/masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, 

lengkap dan jelas 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

 

CD Sedang Terdapat peta sebaran kampung di dalam areal 

PT Aditya Kirana Mandiri yang dengan luas 

kampung yang berada di dalam areal tetapi tidak 

ada pengesahan dari pihak kampung 

Terdapat berita acara pembuatan batas 

partisipatif antara kampung Long Duhung dengan 

Long Keluh yang tidak menyebut-kan luas 

masing-masing kampung 

Terdapat data dan informasi mengenai areal 

kebun dan perladangan masyarakat tetapi belum 

merlakukan pembuatan batas partisipatif 

Sehingga PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas 

kawasan dengan kawasan masyarakat 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

CD Sedang Pada Blok RKT 2018 terdapat 1 desa yang 

memiliki hak ulayat yaitu kampung Long Pelay 

dan Pada blok RKT 2019 terdapat 2 desa yang 

memiliki hak ulayat yaitu kampung Long Keluh 

dan kampung Long Duhung akan tetapi tidak 

meyebutkan secara spesifik mengenai luas 

wilayah hak ulayat kampung di dalam berita 

acara. Sehingga PT Aditya Kirana Mandiri 

memiliki sebagian persetujuan para pihak atas 

luas dean batas areal kerja IUPHHK. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (17/21) x 100 % = 80,95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

sesuai  dengan peraturan 

perun-dangan yang 

relevan/berlaku 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri belum menyusun 

Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial tahun 

2018, menyusun laporan triwulan kegiatan kelola 

sosial tahun 2018 – 2019, sehingga PT Aditya 

Kirana Mandiri memilik sebagian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab sosial pemegang 

izin sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban 

sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat 

 

D Baik PT Aditya Kirana Mandiri memilik mekanisme 

yang lengkap dan jelas dan legal tentang 

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat berupa : SOP Bina Desa, 

SOP  Distribusi Insentif,  SOP Pembuatan 

Perjanjian dengan masyarakat 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban pemegang 

izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri memiliki wilayah binaan 

yang berada di Kecamatan Kelay yang meliputi 

Kampung Long Duhung, Long Keluh, Long Pelay, 

Long Lamcin dan Long Suluy.  Berdasarkan 

Keputusan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2001 

tentang Penetapan Desa yang Berada di Dalam 

dan Sekitar Hutan di Kabupaten Berau tanggal 13 

Januari 2001 yaitu Kampung Long Pelay.   
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Sosialisasi visi dan misi dilaksanakan pada tahun 

2018 dilaksanakan pada kampung Long Pelay 

dan Long Duhung, 4 desa (Long Sului, Long 

Lamcin dan Long Keluh) belum dilakukan 

sosialisasi 

Aktivitas kegiatan operasional pada periode 2018 

– 2019 tersebut berada pada wilayah kampung 

Long Pelay, kampung Long Keluh dan kampung 

Long Duhung, kegiatan sosilalisasi dilakukan 

pada kampung tersebut berupa  sosialisasi visi 

dan misi PT AKM, kesepakatan kegiatan kelola 

sosial, nilai fee kompensasi, bantuan PMDH pada 

aspek ekonomi, sarpras dan sosial budaya.  

Sehingga PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 

sebagian bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai 

hal dan kewajiban pemegang izin 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat 

setempat dalam 

pengelolaan SDH 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri memiliki dokumen RO 

Kelola Sosial tahun 2019, tidak tersedia RO Kelola 

Sosial tahun 2018 dan laporan triwulan kegiatan 

PMDH/Kelola Sosial tahun 2018 dan tahun 2019. 

Sehingga PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 

sebagian bukti realisasi terkait realisasi 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

seluruh masyarakat 

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri memiliki dokumen RO 

Kelola Sosial tahun 2019, tidak tersedia RO Kelola 

Sosial tahun 2018 dan laporan triwulan kegiatan 

PMDH/Kelola Sosial tahun 2018 dan tahun 2019.  

Pada periode tahun 2018 s/d oktober 2019 PT 

Aditya Kirana Mandiri memiliki sebagian laporan / 

dokumen yang terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22/30 ) x 100% = 73,33% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

D Sedang A. Data masyarakat yang terlibat : 

1. Data Tenaga Kerja PT Aditya Kirana Mandiri 

dan kontraktor Tersedia lengkap 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

 

2. Data Masyarakat yang melakukan 

kesepakatan Tersedia lengkap yaitu dengan 

Kampung Long Pelay, Long Keluh dan Long 

Duhung 

B. Data masyarakat yang tergantung : 

1. Data pemanfaat HHBK Tidak Tersedia  

2. Data Identifikasi HHBK Tidak Tersedia 

3. Data penggunaan lahan non 

produktif/perladangan masyarakat Tersedia 

sebagian 

C. Data masyarakat yang terpengaruh : 

1. Peta Penyebaran Desa di sekitar areal 

konsesi Tersedia lengkap 

2. Data kondisi masyarakat yang berada di 

sekitar areal konsesi Tersedia lengkap, 

terdapat dalam dokumen Laporan HCVF  

dan SIA PT Aditya Kirana Mandiri Tahun 

2016 

3. Data penerima bantuan CD/CSR Tersedia 

sebagian 

PT Aditya Kirana Mandiri memiliki  sebagian 

data/informasi terkait dengan ketersediaan data 

dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

 

D Baik PT Aditya Kirana Mandiri memiliki mekanisme 

yang legal, lengkap, dan jelas mengenai 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat seperti : SOP  Bina Desa,  SOP 

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, 

SOP Distribusi Insentif, SOP Pembuatan 

Perjanjian Dengan Masyarakat dan SOP 

identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

 

 

CD Sedang PT Aditya Kirana Mandiri memiliki dokumen RO 

Kelola Sosial tahun 2019, tidak tersedia RO Kelola 

Sosial tahun 2018 dan laporan triwulan kegiatan 

PMDH/Kelola Sosial tahun 2018 dan tahun 2019.  

PT Aditya Kirana Mandiri memiliki sebagian 

dokumen terkait dengan rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat namun kurang 

lengkap dan jelas 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

D Sedang Pada tahun 2018 tidak tersedia RO Kelola Sosial 

dan RO Kelola mulai dibuat pada tahun 2019 

dengan rencana yang sama dengan Rencana 

Kelola Sosial tahun 2018 (didalam dokumen RKT 

2018 dan RKT 2019).  

Tidak terdapat Rencana Operasional (RO) Kelola 

Sosial Partisipatif 
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KINERJA 
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sasaran 

 

 

Sehingga terdapat sebagian bukti implementasi 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh 

pemegang izin. 

4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan mengenai 

pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

 

D Sedang ejak tahun 2018 sampai dengan bulan oktober 

2019 dstribusi manfaat kepada negara dalam 

bentuk pembayaran kewajiban kepada negara 

dan pemenuhan peraturan ketenagakerjaan 

seperti pembayaran PBB,  BPJS Ketenagakerjaa, 

PPH 21, PPN dan DR/PSDH sebagai berikut : 

 PBB Rp 587.637.014,- 

 DR Jan 2018 – oktober 2019 sebesar US $ 

451.993.723,- 

 PSDH Jan 2018 – oktober 2019 sebesar Rp 

1.303.543.805,93,- 

 PPh Pasal Jan 2018 – oktober 2019 Rp 

7.725.648,-  

 PPh Pasal 25/29 Jan 2018 – oktober 2019 Rp 

1.303.543.805,93,- 

 PPN Jan 2018 – oktober 2019 Rp 

1.303.543.805,93,- 

 BPJS Ketenagakerjaan Jan 2018 – oktober 

2019 Rp 1.258.665.455 

 Distribusi manfaat kepada karyawan dalam 

bentuk pembayaran gaji dan tunjangan-

tunjangan :  

 Gaji Jan 2018 – oktober 2019 Rp 

4.060.393.809,- 

 Uang makan Jan 2018 – oktober 2019 Rp 

342.701.300,- 

 Distribusi manfaat kepada masyarakat dalam 

bentuk mitra kerja, kompensasi, honor dan 

bantuan perusahaan : 

 Kegiatan kelola sosial Jan 2018 – oktober 2019 

Rp 1.227.002.063,- 

PT Aditya Kirana Mandiri memiliki sebagian bukti 

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para pihak dan kurang 

terdokumentasi dengan baik (masih terbagi di 2 

kantor yang berbeda) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27 ) x 100% = 74,07% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

D Baik Terdapat SOP Penyelesaian Konflik Sosial, revisi 01 

Nomor dokumen : SOP 0502, dibuat oleh Kabag 

Kesosling (Pai) tanggal 01 Januari 2015, diperiksa 

oleh Kepala Cabang  (Rudiansyah, S.Hut) dan 

disetujui Direktur (Ir. Y. Sudarmanto, MM) tanggal 

15 Januari 2015. Dilengkapi dengan struktur 

organisasi penanganan konflik, alur penanganan 

konflik dan penanggung jawab.  

Didukung dengan SK Direktur PT Aditya Kirana 

Mandiri  Nomor : 045/AKM-Ia/10.18 tanggal 15 

Oktober 2018 tentang Satuan Operasional Resolusi 

Konflik (SORK) dengan penatapan petugas 

penanggung jawab resolusi konflik 

Susunan Tim Satuan adalah : 

- Penanggung jawab : Direksi 

- Ketua : Ir. Kismo Adji syafril 

- Anggota Bidang Kelola Sosial : Supandi S.Hut 

- Anggota Bidang Umum : Wedianus 

- Anggota Bidang Humas : Daring 

Sehingga PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 

mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D Sedang Pada periode tahun 2018 s/d bulasn oktober tahun 

2019 PT Aditya Kirana Mandiri memiliki laporan 

identifikasi/ pemetaan  konflik bulan januar – 

oktober 2019. 

Proses identifikasi resulusi konflik sudah mengikuti 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

tentang Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan 

Produksi. 

Didalam dokumen tersebut hanya melakukan 

pemetaan konflik pada areal insitu yang berkaitan 

dengan ganti rugi, masih terdapat potensi konflik 

yang belum teridentifikasi yang terkait dengan 

perladangan dan perkebunan dan permintaan 

kerjasama kehutanan yang telah disepakati oleh 

manajemen dengan pihak kampung Long Pelay. 

Pada areal eksitu terkait dengan penggunaan jalan 

logging yang melalui kampung lainnya serta 

penggunaan jalan bersama dengan pengguna jalan 

umum dan perusahaan pertambangan. 

 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para pihak 

D Baik PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki struktur 

organisasi yang menangani masalah Kelola Sosial 

dan SK penetapan struktur organisasi resolusi 

konflik, sumber daya manusia diambil dari berbagai 
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 bagian di dalam struktur organisasi operasional 

manusia dan pendanaan sudah dituangkan di 

dalam Sk penetapan yang diterbitkan direksi. 

 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian konflik 

yang pernah terjadi 

 

D Baik Sejak tahun 2018 sampai dengan bulan oktober 

2019 PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 

dokumen/laporan proses penanganan konflik yang 

lengkap dan jelas, terdapat kronologi kejadian, 

proses penyelesaian dan pembuatan kesepakatan 

serta peta dan dokumentasi foto 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (22/24 ) x 100% =  91,67,33% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

 

D Sedang Berdasarkan bukti dokumen dan wawancara 

dengan pekerja dan manajemen, pihak perusahaan 

telah merealisasikan sebagian besar hubungan 

industrial dengan seluruh karyawan. Sosialisasi 

peraturan perusahan belum sepenuhnya dilakukan 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

 

D Sedang  PT Aditya Kirana Mandiri telah merealisasikan 

pengembangan kompetensi karyawannya 

melalui pelatihan tenaga Teknis PHPL, in-house 

dan ex-house training pada sejak tahun 2018 

sampai dengan oktober 2019. PT Aditya Kirana 

Mandiri merencanakan pelatihan tahun 2018 

(rencana 5/realisasi 4 orang/prosentase 

80,00%), Januari – Oktober 2019 93,00%. 

Sehingga realisasi pengembangan kompetensi 

2 tahun terakhir (2018 – oktober 2019) sebesar 

86,50%.  

 Dalam pemenuhan Ganis PHPL : PT Aditya 

Kirana Mandiri memiliki 6 orang GANISPHPL 

(terdiri dari Kurpet = -1, Canhut = -2, Nenhut = 

0, Binhut = 0 dan PKB-R = 0. Sehingga masih 

terdapat kekurangan sebanyak 3 orang personil 

GANIS. 

 

Dengan demikian PT Aditya Kirana Mandiri belum 

memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 

tahun 2015 (Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban 

Pengelolaan Hutan dan Pemegang Usaha 

Pemanfaatan Hutan Produksi, Ijin Usaha Industri 

Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan 
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RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Terdaftar untuk Memiliki dan atau Mempekerjakan 

Tenaga Teknis PHPL) 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang 

karir dan implementasinya 

 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen 

standar jenjang karir yang dituangkan  di dalam 

Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian 

Kinerja karyawan dan baru sebagian 

diimplementasikan kepada karyawan, tercatat 9 

orang yang mengalami promosi meliputi : kenaikan 

jabatan dari harian lepas ke staff binhut, harian 

lepas ke helper traktor, helper traktor ke operator 

traktor, tukang kupas kulit ke scaller 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

D Sedang PT Aditya Kirana Mandiri memiliki dokumen 

tunjangan kesejahteraan karyawan yang 

dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan baru 

sebagian tunjangan karyawan yang 

diimplementasikan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24 ) x 100% =  66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak 

Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada 

dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait 

dengan izin usaha pengelolaan maka diketahui 

bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-

HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

dengan Nomor : 862/Kpts-VI/1999 tanggal 12 

Oktober 1999  tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Kepada PT Aditya Kirana 

Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur, dimana 

pada Bab MEMUTUSKAN di pasal PERTAMA 

menyebutkan : Memberikan Hak Pengusahaan 

Hutan Kepada PT Aditya Kirana Mandiri atas areal 

hutan seluas ± 42.700 Ha yang terletak di 

Kelompok Hutan Sungai Kelai di Wilayah Provinsi 

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Untuk Jangka 

Waktu 55 (lima puluh lima) Tahun, dan areal 

tersebut tergambar pada Peta Terlampir Skala 1 : 

100.000, yang di tanda tangani oleh Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan (Dr. Ir. Muslimin 

Nasution).  
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait 

kelengkapan izin pendirian PT Aditya Kirana 

Mandiri sebagai Perseroan Terbatas, yang 

meliputi :  

1. Akte pendirian perusahaan Nomor : 18 tanggal 

12 Februari 1999 Notaris Chufran Hamal, S.H.; 

2. Akte perubahan terakhir Nomor : 16 tanggal 05 

Mei 2008 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, 

untuk perubahan susunan pengurus 

perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri (secara 

rinci dapat dilihat di Buku I Laporan Hasil Audit 

Penilikan Ke-2); 

3. SIUP Nomor No 503/00111/17-01/PB/BPPTSP-

C/VIII/2013 PT Aditya Kirana Mandiri; 

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Aditya 

Kirana Mandiri dengan Nomor No 

17.01.1.02.01553; 

5. NPWP No 01.893.827.4.727.000 PT Aditya 

Kirana Mandiri Jl. P. Manimbora No 88 RT 30 

Tanjung Redeb Tanjung Redeb Berau – 

Kalimantan Timur 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK 

diketahui bahwa PT Aditya Kirana Mandiri telah 

mendapatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

Nomor S.352/VI-BIKPHH/2010 tanggal 28 April 

2010. Pada SPP IIUPHHK-HA terdapat data 

besarnya tagihan IIUPHHK-HA berdasarkan tarif 

IUPHHK per Ha (Rp.50.000) dan jangka waktu 

HPH dari 20 tahun menjadi 55 tahun, dengan 

rincian tagihan sebagai berikut :  

a. Besarnya IHPH/IIUPH baru sejumlah :          (± 

42.700 Ha X Rp.50.000 X 55/20) = 

Rp.5.871.250.000,- ; 

b. Telah dibayar IHPH pada tanggal 12 Oktober 

1999, sesuai SPP IHPH Nomor : 2427/VI-

PPHH/1999 tanggal 11 Oktober 1999 sejumlah 

: Rp. 2.135.000.000,- ; 

c. IHPH/IIUPHH yang masih harus dibayar 

sejumlah : Rp. 3.736.250.000,-  

Dari SPP IIUPHH tersebut, maka PT Aditya Kirana 

Mandiri telah melakukan pembayaran sesuai 

dengan keberadaan 2 (dua) bukti setor IIUPHHK-

HA sebagai berikut : 

1. Terdapat Bukti Setor sejumlah Rp 

150.000.000,-  via Bank BII Kepada 

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK 

dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank 

Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan 

Jakarta pada  tanggal 28 September 2010; 

2. Terdapat Bukti Setor sejumlah Rp 

3.586.250.000,- via Bank BII Kepada 

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK 

dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank 
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Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan 

Jakarta pada  tanggal 15 Mei 2012 ;  

Dengan adanya bukti pembayaran  IIUPHHK 

sesuai dengan SPP maka SK.IUPHHK-HA PT 

Aditya Kirana Mandiri berlaku selama 55 

(limapuluh lima) tahun terhitung dari tanggal 

diterbitkan SK. HPH Nomor : 862/Kpts-VI/1999 

pada tanggal 12 Oktober 1999.   

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri tidak terdapat pengunaan kawasan yang 

sah di luar IUPHHK-HA. 

 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA / Bagan 

Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang 

  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana 

penebangan maka diketahui bahwa PT Aditya 

Kirana Mandiri telah memiliki kelengkapan dan 

keabsahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB dan RKTUPHHK-HA tahun berjalan beserta 

lampirannya dipenuhi seluruhnya. 

Dokumen RKUPHHK-HA, meliputi :          

1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan 

Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 

2012 – 2021 Atas Nama PT Aditya Kirana 

Mandiri dan dokumen telah disahkan sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 

SK.20/BUHA-2/2012 Tanggal 10 Februari 2012, 

dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 :50.000; 

2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 atas nama 

PT Aditya Kirana Mandiri yang telah disahkan 

sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor: SK.4146/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 

2016 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 PT Aditya Kirana 

Mandiri Skala 1 : 50.000; 

3. Pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 diketahui Etat Luas 

maksimum ± 945 Ha/tahun dan Etat Volume 

maksimum sebesar ± 16.915,44 M3/tahun 

Dokumen RKTUPHHK-HA, meliputi : 

1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 atas nama PT Aditya Kirana Mandiri 

sesuai persetujuan dan pengesahan dari 



 
 

Halaman 55 dari 65 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor : 522.110.1/200/Kpts-RKT/DK-

II/2018 tanggal 07 Nopember 2018 dengan 

masa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

berkahir pada tanggal 31 Desember 2018, dan 

dilengkapi peta RKTUPHHK-HA PT Aditya 

Kirana Mandiri Tahun 2018 skala 1 : 50.000; 

2. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 

2019 Dan Sisa RKT Tahun 2018 (Carry Over) 

atas nama PT Aditya Kirana Mandiri sesuai 

persetujuan dan pengesahan dari Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 522.110.1/72/Kpts-RKT/DK-II/2019 

tanggal 10  April 2019 dengan masa berlaku 

sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2019, dan dilengkapi 

peta RKTUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 

Tahun 2019 Skala 1 : 50.000. 

Ganis PHPL Canhut  

Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama 

Rudiansyah, S. Hut dengan Register Nomor : 

Register 02374-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku 

sampai dengan 22 Oktober 2020 

5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M Berdasarkan verifikasi dokumen Peta RKUPHHK-

HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT Aditya 

Kirana Mandiri Skala 1 : 50.000 maupun Peta 

RKTUPHHK Tahun 2019 dan Sisa RKT Tahun 

2018 (Carry Over) Skala 1 : 100.000, maka 

diketahui bahwa pada Peta Areal Kerja tersebut 

tergambar areal yang tidak boleh ditebang 

berupa kawasan lindung yang terdiri dari Buffer 

Zone Hutan Lindung, Sempadan sungai, 

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan Tegakan 

Benih (TB), dan masing-masing memiliki tanda 

atau warna yang berbeda pada kolom 

Keterangan di Peta. 

Hasil observasi di blok RKT Tahun 2019 

ditemukan plang nama Sempadan Sungai Blu 

Lenga dan pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 1,5 

meter di cat merah putih yang berada di petak BG 

19 sebagai tanda kawasan lindung atau areal 

yang tidak boleh ditebang dan keberadaannya di 

lapangan sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019, 

dengan koordinat : 01˚54’ 18,4” N ; 116˚56’ 40,1” 

E  

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Berdasarkan verifikasi dokumen Peta 

RKTUPHHK- Tahun 2019 Dan Sisa RKT Tahun 

2018 (Carry Over) Skala 1 : 100.000, maka 

diketahui bahwa pada Peta RKT Tahun 2019 

tersebut yang menggambarkan lokasi blok/petak 

tebangan tahun 2019 (Murni) seluas 1.739 Ha 

terdiri dari 18 petak dan blok/petak tebangan 

tahun 2018 (Carry Over) seluas 852 Ha terdiri dari 



 
 

Halaman 56 dari 65 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 petak. 

Hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza 

Maps diketahui bahwa posisi Blok RKTUPHHK-

HA Tahun 2019 sesuai dengan Peta RKT 2019 

Skala 1 : 100.000, sebagai berikut : 

1. Ditemukan plang nama Blok RKT Tahun 2019 

Luas : 1.739 Ha terbuat dari plastik banner 

putih dengan tulisan hitamyang berada di 

batas petak BG 19 dengan koordinat 01˚54’ 

18,1” N ; 116˚56’ 40,1” E (berdekatan dengan 

batas sempadan Sungai Blu Lenga; 

2. Ditemukan pal batas Petak BG 19/BF 19 

terbuat dari kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 2 

meter bercat hijau tulisan hitam dengan 

koordinat 01˚54’ 10,1” N ; 116˚56’ 16,4” E ;dan  

3. Ditemukan pal batas petak BE 20/BF 20 

dengan koordinat 01˚54’ 01,9” N ; 116˚55’ 

43,6” E 

 

 

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen 

perencanaan seperti verifier 2.1.1.a maka 

diketahui bahwa IUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri memiliki dokumen RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Untuk Jangka 10 (Sepuluh) Tahun 

Periode 2012-2021  dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan 

Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 

2012 – 2021 Atas Nama PT Aditya Kirana 

Mandiri dan dokumen telah disahkan sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 

SK.20/BUHA-2/2012 Tanggal 10 Februari 2012, 

dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 :50.000; 

2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 atas nama 

PT Aditya Kirana Mandiri yang telah disahkan 

sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor: SK.4146/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 

2016 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 PT Aditya Kirana 

Mandiri Skala 1 : 50.000; 

3. Pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 diketahui Etat Luas 
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maksimum ± 945 Ha/tahun dan Etat Volume 

maksimum sebesar ± 16.915,44 M3/tahun 

8. 2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A Izin usaha yang dimiliki oleh PT Aditya Kirana 

Mandiri adalah izin pemenfaatan hasil hutan kayu 

pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang 

menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih 

Tanam Indonesia) dan tidak melakukan 

penebangan atau pemanenan  untuk penyiapan 

lahan HTI (Hutan Tanaman Industri), sehingga 

verifier ini Not Applicable (NA). 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ 

dimanfaatkan telah di LHP-kan 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang 

M Pada periode audit dalam rangka penilikan ke-2 

kinerja PHPL untuk aspek VLK (November 2018 

s/d Oktober 2019) maka diketahui bahwa di 

lapangan tersedia dokumen LHP yang diterbitkan 

atau disahkan oleh Ganis PHPL Penguji Kayu 

Bulat Rimba (PKB-R) atas nama Sdr. Wartono 

dengan Nomor Register 01049-11/PKB-

R/XX/2013, sesuai dengan SK. Direktur PT Aditya 

Kirana Mandiri Nomor :  031/AKM-Ib/04.19 

tanggal 09 April 2019 

Penerbitan dokumen LHP diawali dengan Buku 

Ukur yang berisi data kayu bulat hutan alam yaitu 

nomor urut produksi, jenis kayu, dan ukuran kayu 

bulat yang berasal dari kegiatan penebangan dari 

blok/petak RKTUPHHK-HA tahun 2019. Kemudian 

data kayu bulat di Buku Ukur satu persatu di 

upload pada aplikasi SIPUHH Online untuk 

dilaporkan menjadi Laporan Hasil Produksi 

/Penebangan (LHP) setiap periode/bulan. 

Realisasi LHP selama audit (November 2018 s/d 

Oktober 2019), sebanyak 15 set dengan total 

volume kayu  6.335,69 M3, yang terdiri dari : 

1. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2018  

sebanyak 4 set dengan total  volume kayu 

225,78 M3; 

2. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2019 

sebanyak 11 set dengan total volume kayu 

6.109,91 M3; 

Hasil observasi lapangan di TPK Antara 1/ 

Logpond Limbu Trawis yang terletak dli luar areal 

kerja IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri atau 

pada koordinat N 02
o
 07’ 29” ; E 117

o
 13’ 23” 

ditemukan stok kayu bulat sesuai dengan 

Laporan Mutasi Kayu Bulat per bulan Oktober 

2019 yaitu 639 batang dengan volume 2.615,28 
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M3, dan hasil uji petik dilapangan diperoleh 

sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan jenis kayu dari stok 

kayu di TPK Antara I / Logpond Limbu Trawis; 

2. Hasil uji petik pengukuran kayu bulat yang 

sudah di LHP kan terdapat selisih sebesar 1,48 

% (kurang dari 5 %). 

 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M Pada periode audit (November 2018 s.d Oktober 

2019) tersedia dokumen SKSHHK dan DKB 

(lampirannya) yang diterbitkan melalui aplikasi 

SIPUHH Online, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Terdapat 148 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 6.330,40 M3 dari TPK Hutan ke TPK 

Antara 1 dengan alat angkut Truck Logging oleh 

Sdr. Supandi, S.Hut dengan Nomor Register :  

01050-13/PKB-R/XX/2013, yang ditetapkan 

sesuai SK. Direktur PT Aditya Kirana Mandiri 

Nomor : 032/AKM-Ib/04.19 tanggal  09 April 

2019; 

2. Terdapat 3 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 3.715,12 M3 dari TPK Antara I ke 

TPK Antara 2 Labanan Jaya dengan alat angkut 

Kapal Tarik rakit di sungai, oleh Sdr. Supandi, 

S.Hut dengan Nomor Register :  01050-13/PKB-

R/XX/2013, sesuai penetapan SK Direktur PT 

Aditya Kirana Mandiri Nomor : 033/AKM-Ib/04.19 

tanggal  09 April 2019; 

3. Terdapat 1 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 2.040,24 M3 dari TPK Antara 2 

Labanan Jaya ke Industri dengan alat angkut 

Kapal laut dan tongkang oleh Sdr. Supandi, 

S.Hut dengan Nomor Register :  01050-13/PKB-

R/XX/2013, sesuai penetapan SK Direktur PT 

Aditya Kirana Mandiri Nomor : 033/AKM-Ib/04.19 

tanggal  09 April 2019. 

Hasil uji petik terhadap persediaan kayu yang 

tercantum di LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) 

yang dibuat dari bulan November 2018 s.d Oktober 

2019, maka di dapatkan kesesuaian stok kayu 

bulat di TPK Hutan, TPK Antara 1/Logpond Limbu 

Trawis dan TPK Antara 2 Labanan Jaya. 
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11. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada 

kayu bulat  dari pemegang IUPHHK-HA 

bisa dilacak balak 

M Sesuai hasil observasi lapangan terhadap stok kayu 

hasil tebangan dari RKT 2018 dan RKT 2019 di TPK 

Hutan di KM 51 (berada didalam areal kerja) dan 

TPK Antara 1/Logpond (berada di luar areal kerja),  

maka pada setiap kayu bulat hasil tebangan yang 

telah di LHP kan telah ditemukan identitas pada 

bontos kayu bulat hasil penebangan berupa id-

barcode  yang tercetak di plastik warna kuning 

yang mencantumkan tanda V-legal dan Nomor S-

PHPL : 019.SPHPL019-IDN  

Berdasarkan uji petik lacak balak di lapangan 

terhadap kayu bulat yang sudah ditebang atau di 

LHP kan maka diketahui bahwa keberadaan 9 

(sembilan) tunggak pohon bekas tebangan yang 

ditemukan pada nomor petak BG 19, BF 19 dan BE 

20 (bagian blok RKT Tahun 2019) dapat dilacak 

balak dari Buku Ukur, Nomor LHP nya sampai kayu 

bulat diangkut dengan Nomor SKSHHK yang 

diterbitkan via SIPUHH Online dari TPK Hutan ke 

TPK Antara 1 sampai TPK Antara 2 dan terakhir 

diterima di tujuan akhir (TPK Industri). 

12. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M Terdapat sistem atau cara yang dapat digunakan 

untuk menelusuri identitas/PUHH setiap kayu bulat 

secara konsisten dari blok/petak tebangan RKT 

tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri yang sudah 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur, yaitu berawal dari data setiap 

kayu bulat yang tercatat di Buku Ukur yang 

selanjutnya di laporkan sebagai dokumen LHP 

melalui aplikasi SIPUHH Online, dimana setiap kayu 

bulat yang sudah di LHP kan memiliki 

identitas/penandaan sesuai dengan identitas 

cruising (label barcode) yang ditinggal pada 

tunggak pohon yang ditebang, dan selanjutnya 

setiap kayu bulat yang sudah diukur sudah memiliki 

label Id-Barcode pada bontosnya , selain nomor 

urut produksi (internal).  

Sehingga kegiatan penandaan identitas kayu alam 

hasil tebangan dari blok/petak RKT maupun trace 

jalan seperti uraian diatas dilakukan terus menerus 

(konsisten) oleh PT Aditya Kirana Mandiri. 
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13. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M Pada periode audit (November 2018 s.d Oktober 

2019) tersedia 152 dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Terdapat 148 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam 

dengan total volume 6.330,40 M3 dari TPK 

Hutan ke TPK Antara 1 dengan alat angkut Truck 

Logging oleh Sdr. Supandi, S.Hut dengan 

Nomor Register :  01050-13/PKB-R/XX/2013; 

2. Terdapat 3 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam 

dengan total volume 3.715,12 M3 dari TPK 

Antara I ke TPK Antara 2 Labanan Jaya dengan 

alat angkut Kapal Tarik rakit di sungai, oleh Sdr. 

Supandi, S.Hut dengan Nomor Register :  

01050-13/PKB-R/XX/2013; 

3. Terdapat 1 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam 

dengan total volume 2.040,24 M3 dari TPK 

Antara 2 Labanan Jaya ke Industri dengan alat 

angkut Kapal laut dan tongkang oleh Sdr. 

Supandi, S.Hut dengan Nomor Register :  

01050-13/PKB-R/XX/2013. 

4.  

 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan 

atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH 

yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan 

oleh PT Aditya Kirana Mandiri melalui aplikasi 

SIPUHH Online dan selama periode audit 

(November 2018 s/d Oktober 2019), diketahui total 

tagihan PNBP sebagai berikut : 

- Tagihan DR     : USD. 55.751,35 ; 

- Tagihan PSDH : Rp. 500.131.610,- 

 

15. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Terdapat dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR 

dan PSDH dan Bukti Penerimaan Negara 

berdasarkan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR 

dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang 

dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online. 

Sesuai rekapitulasi bukti setor DR dan PSDH maka 

diketahui bahwa PT Aditya Kirana Mandiri telah 

melakukan pembayaran PNBP sesuai kode billing 
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SPP DR dan PSDH dan dibayar LUNAS, dengan 

rincian pembayaran sebagai berikut : 

- Total DR       : USD. 55.751,35 ; 

- Total PSDH  : Rp. 500.131.610,- 

16. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M Tarif DR dan PSDH yang dikenakan pada SPP 

/Rincian Pembuatan Tagihan kepada PT Aditya 

Kirana Mandiri berdasarkan LHP yang dilaporkan 

lewat aplikasi SIPUHH Online sesuai dengan 

ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah 

Kalimantan. 

 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17. 3.3.1..  

Dokumen PKAPT 

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang 

Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antarpulau (PKAPT), walaupun 

PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Dokumen PKAPT 

sesuai Surat Menteri Perdagangan Nomor 

17/UPP/PKAPT/04/2016 tentang Pengakuan 

Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar 

(PKAPT) atas nama PT Aditya Kirana Mandiri 

dengan nomor PKAPT 17.01.1.01650, 

penanggungjawab H. Djohansyah Ramlie, yang 

masih berlaku s/d 13 April 2021 

 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 
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18. 3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

M Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar Atas 

TB. SINAR SURYA 7 – TK. CAPRICORN 75 Nomor : 

T.7UPP.II/108/09/2019 tanggal 10 September 2019 

yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan 

Tanjung Redeb (Sukriadi), yang  digunakan untuk 

mengangkut kayu bulat milik PT Aditya Kirana 

Madiri dari TPK Antara 2 Sungai Segah Desa 

Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur ke TPK 

Industri PT Cipta Wijaya Mandiri Jln. Raya 

Semarang, Purwodadi KM 16,5 Desa 

Kembangarum, Kec. Mranggen, dengan dokumen 

SKSHHK Nomor : KB.B.5500101 tanggal 8 

September 2019, yang mengangkut kayu bulat 

sebanyak 504 batang dengan volume 2.040,24 M3. 
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19. 3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M Terdapat tanda V-legal yang dibubuhkan pada 

bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK sesuai 

dengan ketentuan, dimana setiap kayu bulat yang 

sudah di LHP kan ditemukan label Id Barcode 

berwarna kuning dan bertuliskan Nomor S-LKPHPL 

: 244.SLK.010-IDN, serta setiap dokumen SKSHHK 

yang diterbitkan di TPK Hutan maupun TPK Antara 

tercantum tanda V-Legal dengan Nomor Sertifikat - 

PHPL : 019.SPHPL019-IDPHPL. 

 

 

PRINSIP 4 
: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 

penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan 

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 
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20. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M Tersedia Surat Komisi Pusat Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan, Nomor: 104/DJ-

V/AMDAL/99 tanggal 4 Agustus 1999 perihal 

Penyusunan dokumen AMDAL HPH PT Aditya 

Kirana Mandiri, yang menyatakan bahwa PT AKM 

tidak wajib menyusun dokumen AMDAL baru, 

melainkan hanya menyusun dokumen RKL dan 

RPL saja, karena areal kerja PT AKM merupakan 

bagian areal Eks. HPH PT Alas Helau yang 

menyusun Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), RKL 

dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Komisi Pusat AMDAL sesuai surat no: 221/DJ-

VI/AMDAL/94 tanggal 21 Februari 1994 dan no: 

227/DJ-AMDAL/95 tanggal 15/11/1995 

 

Indikator 4.1.2 

: Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan 

dan menyediakan manfaat sosial. 
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22. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M Tersedia dokumen RKL/RPL PT Aditya Kirana 

Mandiri yang disusun Fakultas Kehutanan IPB dan 

diprakarsai oleh PT Aditya Kirana Mandiri, pada 

September 1999 dan mendapat persetujuan 

Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, No: 

1764/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. 
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23. 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M Tersedia lengkap untuk Semester II Tahun 2018 

dan Semester I Tahun 2019 untuk memenuhi 

kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah No.27 

Tahun 1999 tentang AMDAL, dan hasil telaah 

Laporan RKL/RPL PT Aditya Kirana Mandiri 

diketahui bahwa sesuai dengan Rencana dan 

Dampak Penting yang terjadi di lapangan, serta 

terdapat bukti tanda terima Laporan dari Kantor 

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau 

tanggal 2 Juli 2019  

 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M Tersedia SOP K3 No. 001/AKM/SOP-K3/01.13 

tanggal 2 Januari 2013, dan SK Direktur PT Adityan 

Kirana Mandiri Nomor : 032/AKM-1a/10.18 tanggal 

10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Personil K3 

di PT Aditya Kirana Mandiri, yaitu  

1. Ketua : Direktur (Ir. H. Yusuf Sudarmanto); 

2. Ketua Harian : Kepala Cabang (Rudiansyah, 

S.Hut); 

3. Sekretaris : Supandi, S.Hut; 

4. Anggota Tetap : Ir.Kismo Adjie Safrul 

5. Anggota Tidak Tetap : 

 Weldianus; 

 Wartono; 

 Nanda Putri Wulansari 

24. 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M Tersedia daftar peralatan K3 PT Aditya Kirana 

Mandiri, dan berdasarkan pemeriksaan di lapangan 

(Base Camp KM 51 dan Base Camp TPK Antara 

1/Logpond Limbu Trawis) maka jumlah dan kondisi 

peralatan K3 cukup dan masih berfungsi baik, 

seperti Kotak K3, Sepatu bot/safety, Helm 

pengaman kepala, Masker kain, APAR dan Rompi 

Safety . 

25. 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja  PT Aditya 

Kirana Mandiri yang masuk bagian Laporan P2K3 

Semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019, 

dan hasil verifikasi serta informasi dari Ketua Harian 

P2K3 (Sdr. Rudiansyah, S.Hut) bahwa selama 1 

(satu) tahun terakhir tidak terdapat kecelakaan 

kerja di lapangan (NIHIL).  
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26. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

M Kebebasan berserikat di PT Aditya Kirana Mandiri 

tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan di 

pasal 32, yang berbunyi : 

 “Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial 

yang harmonis antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha, karyawan/buruh dapat membentuk 

serikat pekerja/buruh di dalam lingkup perusahaan 

”  
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27. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT 

Aditya Kirana Mandiri yang telah disahkan sesuai 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Berau dengan Surat 

Keputusan No. KEP.560/914.3.KSK tanggal 03 

Desember 2018, dan ditetapkan berlaku selama 2 

(dua) tahun. 
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28. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M Tersedia data jumlah karyawan PT Aditya Kirana 

Mandiri sebanyak  105 orang,  dan karyawan 

paling muda yaitu Sdr. Ferdiansyah, tanggal lahir 

25 Februari 2001 dan masuk kerja pada tanggal 26 

Agustus 2019 atau berumur 18 tahun 6 bulan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pekerja yang masih dibawah umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja 

   

Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan 

(PP) yang mengatur hak-hak pekerja 

Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 
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F. NII.AI AK}IIR KINERJA PHPL PT ADITYA KIRANA MANDIRI

No.

1. 1.1 Baik 3 3

2. 1.2 Sedang 2 3

3. 1.3 Sedang 2 3

4. 1.4 Sedang 2 3

5. 1.5 Baik 3 3

6. 2.1 Sedang 2 3

7. 2.2 Baik 3 3

8. 2.3 Baik 3 3

9. 2.4 Baik 3 3

10. 2.5 Baik 3 3

11. 2.4 Sedang 2 3

12. 3.1 Sedang 2 3

13. 3.2 Sedang 2 3

14. 3.3 Sedang 2 3

15. 3.4 Baik 3 3

16. 3.5 Sedang 2 3

17. 3.6 Sedang 2 3

18. 4.1 Baik 3 3

19. 4.2 Sedang 2 3

20. 4.3 Sedang 2 3

21. 4.4 Baik . 3 3

22. 4.5 Sedang 2 3

JUMI.AH 53 66

NII.AI KINERJA AKHIR 80,9)96

BAIK
Tidak terdapat verifier

bobot Dominan
bernilal Buruk

lr. Kumia,lPU
Direktur

22 November 2019
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